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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan pengawas syariah, 
komite audit, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 
pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di 
Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang 
berarti populasi sama dengan sampel. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari annual report perusahaan tahun 2014-2018. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, uji 
analisi regresi linear berganda, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah 
tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba dengan nilai signifikan sebesar 
0,476. Variabel Komite Audit berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba 
dengan nilai signifikan sebesar 0,012. Variabel Dewan Komisaris tidak 
berpengaruh terhadap Manajemen Laba dengan nilai signifikan sebesar 0,716. 
Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba 
dengan nilai signifikan sebesar 0,001. 
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran 







This study aims to examine the influence of sharia supervisory boards, 
audit committees, board of commissioners, and company size on earnings 
management at Islamic Commercial Banks in Indonesia in the 2014-2018 period. 
This research is a descriptive study with a quantitative approach. The population 
used in this study is Islamic Commercial Banks registered in Indonesia for the 
2014-2018 period. This study uses a saturated sample which means the 
population is the same as the sample. The data used are secondary data obtained 
from the company's 2014-2018 annual report. Data analysis methods used in this 
study are the classic assumption test, multiple linear regression analysis test, and 
hypothesis testing. 
The results showed that the Sharia Supervisory Board variable had no 
effect on Profit Management with a significant value of 0.476. The Audit 
Committee variable has a positive effect on earnings management with a 
significant value of 0.012. The Board of Commissioners variable does not affect 
the Profit Management with a significant value of 0.716. Company Size variable 
has a negative effect on Earnings Management with a significant value of 0.001. 
Keywords: Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Board of Commissioners, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan berusaha mendapatkan modal dengan menarik 
minat investor. Seorang investor yang akan melakukan investasi 
membutuhkan informasi mengenai keadaan dan kinerja perusahaan. 
Seringkali, investor mendapatkan kendala informasi yang dibutuhkan 
mengenai perusahaan dikarenakan informasi tersebut hanya dimiliki oleh 
pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, investor membutuhkan laporan 
keuangan untuk menggambarkan keadaan perusahaan dan dijadikan 
sebagai bahan acuan mengenai keputusan investasi yang akan dilakukan 
(Giovani, 2017).  
Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan perusahaan 
dalam satu periode yang memberikan gambaran mengenai keadaan posisi 
keuangan, perubahan yang terjadi, dan hasil akhir posisi keuangan suatu 
perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai media informasi 
penting sebagai petunjuk untuk pemegang saham, investor, dan pihak 
internal untuk membuat keputusan investasi (Andriawan & Novia, 2019). 
Penyusunan laporan keuangan lebih banyak menggunakan konsep akrual 
basis dikarenan akrual basis memberikan informasi yang lebih baik 
mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan cash basis (Ermawati 




Komponen penting yang terkandung dalam laporan keuangan salah 
satunya laba. Informasi laba dapat digunakan untuk menilai kinerja dan 
prestasi manajemen perusahaan, serta menaksir resiko dalam berinvestasi 
(Sari, 2017). Informasi laba dapat digunakan oleh berbagai pihak, bagi 
pihak internal laba digunakan untuk penentu kenaikan jabatan dan bonus 
yang akan diperoleh oleh manajemen, sedangkan bagi para investor laba 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 
investasi. Pemerintah juga menggunakan laba perusahaan untuk 
menentukan tarif pajak yang harus dibayarkan. Seringkali laba yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan target, untuk itu pihak manajemen dapat 
menggunakan wewenangnya untuk melakukan manajemen laba (Giovani, 
2017).  
Manajemen laba diindikasikan sebagai upaya intervensi yang 
menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan 
sesungguhnya sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu 
terjadi ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen dengan 
pemegang saham (Lubis & Suryani, 2018). Praktek manajemen laba dapat 
dilakukan di berbagai bisnis tidak terkecuali pada Bank Syariah meskipun 
tingkatannya lebih rendah dari pada bank konvensional.  Manajemen laba 
timbul karena adanya masalah keagenan, dimana manajemen memiliki dua 
kepentingan yaitu harus memaksimalkan uang yang diinvestasikan oleh 





Masalah keagenan dapat dibatasi dengan diterapkannya sistem 
pengendalian pengelolaan yang baik pada perusahaan. Sistem tersebut 
dapat ditandai dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang wajib 
dimiliki oleh setiap perusahaan yang menjalankan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah. Dewan pengawas syariah dirasa mampu mengatasi 
masalah keagenan yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan 
manajemen laba dikarenakan dewan pengawas syariah memiliki fungsi 
untuk melakukan pengawas, mereview, dan memberikan arahan kepada 
pengelola perusahaan agar menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan 
syariat islam. Hal tersebut dapat diyakini mampu meningkatkan 
kepercayaan stakeholder dan masyarakat untuk mempercayai perusahaan 
karena telah mematuhi peraturan syariah (Sahami & Praptitorini, 2015). 
Selain dewan pengawas syariah yang diharapkan mampu 
meningkatkan kepercayaan, adanya komite audit dalam melakukan 
pengawasan terhadap tindakan oportunis manajer dan melakukan 
pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan diharapkan mampu 
meningkatkan mutu dan terkendalinya penyusunan laporan keuangan. 
Oleh karena itu, anggota komite audit harus memiliki kompetensi dan 
pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan sehingga dapat 
memahami permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan yang dapat 
disebabkan oleh tindakan manajer yang mementingkan keinginan sendiri 




Komite audit dibentuk untuk membantu tugas dewan komisaris 
dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan agar disajikan 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada dasarnya dewan 
komisaris ditunjuk oleh sekelompok orang melalui Rapat Umum 
Pemegang Saham serta sebagai penghubung pemegang saham dan 
manajemen. Dewan komisaris memiliki tugas dalam melakukan 
pengawasan atas perilaku manajemen dan kualitas laporan keuangan  
sehingga dapat membatasi kecenderungan manajer melakukan manajemen 
laba. Keberadaan dewan komisaris diharapkan mampu melindungi 
kepentingan para pemegang saham. Semakin besar ukuran dewan 
komisaris dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan 
pengawasan sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Dwiharyadi, 
2017). 
Tindakan manajemen laba juga dapat dipengaruhi oleh ukuran 
perusahaan. Banyak yang menyatakan bahwa semakin kecil ukuran suatu 
perusahaan maka akan semakin besar melakukan tindakan manajemen 
laba, itu dikarenakan perusahaan kecil ingin menunjukan kinerja yang baik 
atas perusahaan yang dijalankan. Namun ada juga yang menyatakan 
semakin besar ukuran suatu perusahaan justru semakin besar pula upaya 
manajemen laba akan dilakukan, hal ini terjadi karena perusahaan besar 
memiliki motivasi ingin menurunkan labanya  agar biaya politik ikut turun 




Fenomena mengenai manajemen laba terjadi di Indonesia, Kasus 
pada Bank Bukopin yang dipercaya telah melakukan manajemen laba, ini 
karena OJK menemukan Bank Bukopin merevisi laba bersih pada tahun 
2016 dari  Rp. 1,08 triliun menjadi Rp.183,56 miliar yang mana penurunan 
tersebar dari bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan 
pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan awalnya Rp. 1,06 triliun menjadi 
Rp. 317,88 miliar. Dari insiden tersebut Bukopin menyiapkan action plan 
untuk menyehatkan CAR ke level 14%. Langkah yang dilakukan adalah 
rights issue dengan menerbitkan saham baru 30% dan investasi 40%. 
Selain melakukan revisi pada kartu kredit, manajemen Bank Bukopin juga 
diketahui merevisi pembiayaan anak usaha pada Bank Syariah Bukopin 
mengenai penambahan saldo cadang kerugian penurunan nilai debitur 
tertentu (Janrosl, 2019).  
Kasus pada PT Garuda Indonesia, dimana PT Garuda 
membukukan laba pada tahun 2018 sebesar US$809 yang berbanding 
terbalik dengan laporan pada 2017 merugi sebesar US$216,58 yang 
menimbulkan banyak kejanggalan dan polemik. Kasus manipulasi laba 
juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menemukan ketidakwajaran dalam pembukuan laba 
bersih yang dilakukan oleh Jiwasraya pada 2017. Laba bersih yang 
dibukukan sebesar Rp. 360,3 miliar dinilai BPK ada kekurangan 




tercatat membukukan kerugian sebesar Rp. 15,3 triliun, serta akhir 
september 2019 diperkirakan rugi Rp. 13,7 triliun. 
Selain kasus mengenai manajemen laba, beberapa penelitian 
terdahulu juga membahas mengenai manajemen laba. Penelitian yang 
dilakukan oleh (Kodriyah, Suprihatin, & Octaviani, 2017) menyatakan 
bahwa dewan pengawas syariah, komite audit, dan dewan komisaris 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh (N. G. Putri & NR, 2019) menyatakan bahwa keahlian 
komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan dewan 
komisaris wanita berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian 
yang dilakukan oleh (Giovani, 2017) menyatakan bahwa ukuran dewan 
komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 
manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis & 
Suryani, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap manajemen laba. 
Namun demikian, penelitian ini akan menguji kembali penelitian 
mengenai manajemen laba yang berjudul “Pengaruh Dewan Pengawas 
Syariah, Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan 
Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 
Periode 2014– 2018”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka  dapat ditentukan rumusan 




1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014–2018? 
2. Apakah Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014–2018? 
3. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014–2018? 
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014–2018? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh negatif Dewan Pengawas Syariah 
terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 
2014–2018. 
2. Untuk mengetahui pengaruh negatif Kompetensi Komite Audit 
terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 
2014– 2018. 
3. Untuk mengetahui pengaruh negatif Dewan Komisaris terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014–2018. 
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap 






D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak 
– pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Akademis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
rujukan serta dapat membantu mahasiswa dalam melakukan kajian 
penelitian selanjutnya. 
b. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 
serta menambah pengetahuan bagi penulis mengenai manajemen 
laba pada bank umum syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Perbankan 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada pihak perbankan syariah mengenai 
manajemen laba dan dapat dijadikan saran serta sumber dalam 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak perbankan. 
b. Bagi Investor 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan 








A. Landasan Teori 
1. Theory Agency 
Teori agensi dapat diartikan sebagai penerapan dalam 
organisasi modern yang menekan pihak principal atau pemegang 
saham untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para 
ahli atau agent profesional. Tujuan dari adanya pemisahan 
pengelolaan kekuasaan yang diberikan oleh pihak principal agar 
pemilik perusahaan atau pemegang saham memperoleh hasil 
semaksimal mungkin dengan meminimalkan biaya yang dipakai 
dengan dikelolanya perusahaan oleh para agent. Agen bertugas 
untuk menjalankan perusahaan sementara pemilik hanya bertugas 
mengawasi dan memonitori jalannya perusahaan (Tandiontong, 
2015, p. 3). 
Pemisahan kekuasaan tersebut memiliki segi negatif, 
karena antara pihak principal dan agent memiliki tujuan dan 
motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Masalah 
keagenan muncul ketika principal kesulitan memastikan bahwa 
agent bertindak dan bekerja untuk memaksimalkan kesejahteraan 
principal (Manossoh, 2016, p. 77). Agen memiliki keinginan untuk 




didapatkan oleh agen tergantung dari laba yang dihasilkan sesuai 
dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemilik. Besarnya 
laba yang dilaporkan tidak terlepas dari kebijakan akuntansi yang 
dibuat oleh manajemen. 
Pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak (full 
information) sedangkan pihak prinsipal memiliki keunggulan 
dalam kekuasaan. Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh 
Watts dan Zimmerman  menyatakan terdapat informasi yang tidak 
seimbang atau Asimetri informasi akibat adanya ketidaksamaan 
distribusi informasi yang dimiliki antara manajer dan prinsipal 
(Ermawati & Anggraini, 2020). Adanya asimetri informasi  
tersebut dapat menjadi kesempatan untuk manajer melakukan 
tindakan manajemen laba dalam rangka menyesatkan prinsipal 
mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Asimetri informasi dapat 
menimbulkan permasalahan yaitu kurangnya informasi yang 
disampaikan kepada para investor karena manajer lebih banyak 
mengetahui informasi tentang perusahaan dan juga manajer akan 
lebih banyak memiliki kekuasaan terhadap pengolahan perusahaan. 
Permasalahan agensi dengan kepemilikan yang menyebar 
dapat menyebabkan tidak terdapat pemegang saham mayoritas 
yang dapat mengintervensi wewenang manajer perusahaan,oleh 
karena itu pemegang saham memiliki sura yang relatif sama satu 




manajersulit dilakukan oleh pemegang saham. Manajer akan 
bekerja untuk kepentingannya sendiri. Posisi pemegang saham 
yang semakin lemah megakibatkan terbatasnya akses dan sumber 
informasi mengenai keuangan, manajemen dan operasional 
perusahaan yang membuat akuntabilitas dan responsibilitas 
informasi tidak terwujud dengan baik (Sulistyanto, 2008, p. 136). 
Permasalahan yang terjadi antara prinsipal dan agen antara lain: 
a. Moral Hazard 
Ini merupakan permasalahan yang timbul ketika 
agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati 
bersama yang terdapat dalam kontrak kerja atau 
melanggar dan  menyeleweng dari kesepakatan 
yang telah ditentukan. 
b. Adverse Selection 
Ini merupakan tindakan dimana prinsipal tidak 
mengetahui apakah agen benar-benar mengambil 
kepentingan berdasarkan informasi yang telah 
diperoleh atau terjadi karena kesalahan tugas. 
Teori agensi awalya berkembang dalam dunia usaha karena 
semakin meluas, melebar, dan membesarnya hubungan bisnis yang 
dijalankan perusahaan. Adanya perkembangan tersebuat yang terus 
mendesaknya keterlibatan orang luar untuk memberikan wewenang 




menjadi sebuah keharusan dalam hubungan agensi. Seharusnya 
hubungan agensi dapat meningkatkan nilai perusahaan karena 
dikelola oleh orang yang mengetahui dan memahami jalannya 
perusahaan serta diawasi secara ketat oleh pemilik, namun yang 
terjadi justru sebaliknya. Masalah agensi akan selalu timbul ketika 
salah satu pihak mempunyai keinginan untuk memaksimalkan 
kesejahtareaan sendiri meskipun harus merugikan pihaklain.  
Teori agensi muncul akibat pengorbanan yang timbul 
karena hubungan keagenan apapun, termasuk hubungan 
kontrakkerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. 
Oleh karena itu dalam hubungan keagenan setiap pihak akan 
menanggung biaya kegenan bukan hany prinsipalmelainkan agen 
juga. Hal ini menyebabkan semuapihak harus menanggung 
implikasi dari manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. 
Manajer harus menanggung manajemen laba yang berupa 
kemungkinan kesulitan keuangan atau paling parah kebangkrutan 
dimasa depan. Sementara itu, investor harus menanggung implikasi 
berupa hilangnya kesmpatan memperoleh retun dan kehilangan 
modal yang telah ditanamkan. Bukan hanya itu, pemerintah juga 
harus menanggung implikasi manajemen laba berupa kehilangan 
kesempatan untuk memperoleh pajak. Regulator harus 
menanggung berupa hilangnya integrutas dan kredibilitas karena 




berupa kehilangan kesempatan memperoleh retun dan dana yang 
dipinjamkan kepada perusahaan. Terkahir adalah masyarakat yang 
harus menanggung berupa hancurnya perekonomian. 
2. Manajemen Laba 
Menurut Scott (2003) dalam (Dwiharyadi, 2017) 
Mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang 
dilakukan dengan memilih metode kebijakan akuntansi yang 
bertujuan untuk kepentingan tertentu. Manajemen laba dapat 
diartikan sebagai tindakan campur tangan yang dilakukan dalam 
proses pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan 
menguntungkan diri sendiri (Kodriyah et al., 2017). Tindakan 
manajemen laba dikatakan sebagai tindakan mengolah pendapatan 
atau laba perusahaan untuk kepentingan tertentu yang didasari dari 
faktor ekonomi perusahaan (Manossoh, 2016, p. 73). Manajemen 
laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan dapat 
disalahgunakan oleh pemakai laporan keuangan yang mempercayai 
laba hasil manipulasi (Nurhayati, Yuliafitri, & Amrania, 2019).  
Tindakan manajemen laba merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan oleh manajer untuk merubah dan memperbagus laba 
perusahaan yang dilakukan dengan cara menurunkan atau 
menaikan laba perusahaan tersebut (Pujiati & Wahyuningsih, 
2016). Manajemen laba timbul dari adanya kejadian pada 




pada pelaporan keuangan yang mempengaruhi data akuntansi 
untuk tujuan yang diinginkan perusahaan (B. N. L. Putri & 
Rachmawati, 2018). Menurut Healy dan Wahlen (1998) dalam 
(Sulistyanto, 2008, p. 50) manajemen laba akan muncul ketika 
manajer menggunakan keputusan dan mengubah transaksi pada 
laporan keuangan untuk mengelabui principal yang ingin 
mengetahui kinerja perusahaan. 
Manajemen laba mempunyai istilah lain yaitu akuntansi 
kreatif atau creative accounting yang merupakan aktivitas badan 
usaha dalam memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna 
mendapatkan hasil yang diinginkan(Sulistiawan, Januarsi, & Alvia, 
2011, p. 19). Teknik manajemen laba sangat beragam, dilihat dari 
sudut pandang praktisi atau teoritis. Ada teknik yang dilegalkan, 
bertentangan dan tidak diperbolehkan dalam Standar Akuntansi 
Keuangan. Teknik yang dilegalkan yaitu, mengubah metode 
akuntansi, membuat estimasi akuntansi, mengubah periode 
pengakuan pendapatan dan biaya, mengklasifikasikan akun current 
, non current, accrual discretionary, dan accrual nondiscretionary. 
Salah satu cara menghitung discretionary accrual dilakukan oleh 
De Angelo: 
Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari 




setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan, dirumuskan : TAC   
= Net Income – Cash Flow From Operations 
Menghitung nilai nondiscretionary accruals yang merupakan rata-
rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya, 
dirumuskan: NDAT = TACt-1 
Menghitung nilai discretionary accruals (DA) yaitu selisih antara 
total akrual (TAC) dengan nondiscretionary accruals (NDA). 
Discretionary accruals merupakan proksi manajemen laba. DA     
= TAC – NDA 
Keterangan : 
NDA : Non Discretionary Accruals Yang Diestimasi 
TAC  : Total Akrual periode t 
TAt-1 : Total Akrual periode t-1 
DA     : Discretionary Accruals 
Akrual yang digunakan untuk mendeteksi apakah pihak 
manajemen melakukan tindakan manajemen laba adalah total 
akrual. Total akrual terdiri dari discretionary accruals dan non 
discretionary accruals. Discretionary accruals merupakan 
komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan 
kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar 
akuntansi. Beberapa metode yang digunakan yaitu kebebasan 
menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, 




memilih metode penentuan jumlah persediaan dan lain 
sebagainnya. 
Nondiscretionary accruals merupakan komponen akrual 
yang diperoleh secara alamiah dari pencatatan akrual dengan 
mengikuti standar akuntansi yang diterima umum, misalnya 
menentukan depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih 
harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi. 
Sebagian besar komponen menentukan manajemen laba 
diproksikan dengan discretionary accruals. Mendeteksi 
manajemen laba dimulai dari menghitung laba yang diperoleh 
perusahaan dalam satu periode, selanjutnya laba dipecahkan 
menjadi laba kas dan laba non kas akrual untuk menentukan 
jumlah laba akrual untuk menghitung nilai discretionary accruals 
dan nondiscretionary accruals. Secara empiris nilai discretionary 
dapat nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukan manajemen 
laba dilakukan dengan perataan laba, positif menunjukan 
manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba, sedangkan 
negatif menunjukan manajemen laba dilakukan dengan pola 
penurunan laba (Sulistyanto, 2008, p. 164). 
Manajemen labamerupakan salah satu dampak negatif dari 
penggunaan akuntansi berbasis akrual. Hal ini karena akuntansi 
berbasis akrual akan mencatat semua pengaruh keuangan yang 




perusahaan dengan mempunyai konsekuensi kas yang terjadi 
selamaperiode tertentu, tanpa memperhatikan apakah kas langsung 
diterima secara tunai atau tidak oleh perusahaan. Akuntansi 
akrualjuga mengakui adanya alokasi harga perolehan aktiva untuk 
bebrapaperiode tertentu. Hal ini dapat menimbulkan timbulnya 
akun akual seperti utang, pendapatanditerima dimuka, piutang, 
biaya dibayarkan dimuka, biaya depresiasi, dan lainnya. Pada 
metode ini juga menggunakan prosedur akrual, defferal, 
pengalokasian yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja 
perusahaan selama periode berjalan, meski kas belum diterima dan 
dikeluarkan. Jadi pengakuan pendapatan, biaya, keuntungan, serta 
kenaikan dan perununan aset termasuk laba merupakan 
pengukuran terhadap kinerja suatu perusahaan. 
Banyak alasan tindakan manajemen laba yang dilakukan 
oleh manajer, salah satunya laba berpengaruh terhadap harga 
saham perusahaan. Tindakan manajemen laba dilakukan sebagai 
usaha untuk mengurangi risiko. Tindakan ini masih dapat dipahami 
karena manusia selalu cenderung melakukan penghindaran resiko 
untuk kerugian yang akan dialami, meskipun tindakan tersebut 
dapat merugikan pihak lain. Dari adanya pemahaman kondisi 
tersebut, mengakibatkan manajemen laba masih dipertanyakan 
apakah merupakan pelanggaran akuntansi berterima umum atau 




Manajemen laba merupakan bagian dari teori agensi, yang 
menerangkan semua pihak mempunyai hak dan tanggung jawab 
dalam pengelolaan perusahaan yang harus dihormati tanpa adanya 
intervensi untuk kepentingan diri sendiri. Teori agensi menjelaskan 
kewenangan manajer dalam menjalankan dan mengelola 
perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan 
kesejahteraan pemilik dimana itu dijadikan sebagai alasan manajer 
melakukan tindakan manajemen laba. Motivasi yang mendorong 
tindakan oportunis oleh manajer untuk melakukan manajemen laba 
(Sulistiawan et al., 2011, p. 31), antara lain:  
a. Motivasi Bonus 
Sebuah perusahaan akan memberikan feedback atau 
evaluasi atas kinerja manajemen dengan memberikan 
bonus dan insentif sesuai perjanjian bisnis. Insentif 
diberikan dalam jumlah tetap dan rutin, namun bonus 
akan diberikan ketika kinerja manajemen melampaui 
pencapaian yang telah ditetapkan salah satunya dari 
pencapaian laba. Pengukuran tersebut memotivasi 
manajer untuk memberikan pencapaian terbaik  
sehingga tidak menutup kemungkinan mereka 






b. Motivasi Utang 
Manajer seringkali melakukan kontrak dengan kreditur 
selain dengan pemegang saham untuk memperoleh 
pinjaman yang besar. Ketika akan membuat kreditor 
menginvestasikan dananya, maka manajer akan 
berusaha menunjukan performa yang baik dari 
perusahaan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan 
manajer melakukan manajemen laba.  
c. Motivasi Pajak 
Tindakan manajemen laba bukan hanya dilakukan 
untuk kepentingan harga saham, namun juga untuk 
kepentingan perpajakan. Tindakan tersebut biasanya 
dilakukan oleh perusahaan yang belum go public untuk 
menyajikan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai 
sebenarnya tanpa melanggar kebijakan akuntansi 
perpajakan sehingga manajemen melakukan tindakan 
manajemen laba. 
d. Motivasi Penjualan Saham 
Motivasi ini dilakukan oleh perusahaan go public untuk 
melakukan penawaran saham perdana ke publik atau 
Initial Public Offerings (IPO) untuk memperoleh 
tambahan modal usaha, dan dilakukan oleh perusahaan 




usahanya. Proses penjualan saham akan dinilai positif 
ketika perusahaan memiliki kinerja yang baik, salah 
satunya dari penyajian laba pada laporan perusahaan. 
Hal ini memotivasi manajer untuk melakukan 
manajemen laba. 
e. Motivasi Pergantian Direksi 
Direksi atau Chief Executive Officer (CEO) cenderung 
melakukan manajemen laba pada pada akhir masa 
jabatannya agar kinerja yang telah dicapai terlihat baik. 
Tindakan tersebut dilakukan dengan dengan 
meningkatkan laba secara signifikan  untuk 
memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa 
jabatannya. 
f. Motivasi Politis 
Motivasi ini dilakukan agar perusahaan tetap 
mendapatkan subsidi, maka perusahaan akan menjaga 
agar posisi keuangan pada keadaan tertentu sehingga 
kinerja perusahaan terlihat tidak baik. Hal ini dilakukan 
agar mengurangi visibilitas perusahaan dan tidak 
menarik perhatian pemerintah, media maupun 
konsumen yang dapat meningkatkan biaya politis. 
Perbedaan pandangan mengenai manajemen laba 




menganggap manajemen laba harus diselesaikan secara tuntas 
karena manajemen laba dianggap sebagai tindakan rekayasa yang 
dilakukan oleh manajerial untuk menyesatkan dan merugikan 
orang lain. Sedangkan pihak akademisi menganggap manajemen 
laba bukan sebuah masalah berarti alasannya karena manajemen 
laba hanya dampak dari luasnya prinsip akuntansi berstandar 
umum (Sulistyanto, 2008, p. 105).  
a. Manajemen laba sebagai kecurangan 
Manajemen laba mencerminkan perilaku tidak etis seorang 
manajer untuk menipu pihak lain dengan menggunakan 
informasi pada laporan keuangan. Semakin besar angka dan 
komponen yang direkayasa oleh pihak manajer semakin besar 
tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para pemakai lapoan 
keuangan. Tingkat ketepatan dan kualitas keputusan pemegang 
saham sangat dipengaruhi oleh validitas dan kualitas informasi 
yang tersaji dalam laporan keuangan. Disisi lain, standar 
akuntansi membebaskan untuk memilih dan menggunakan 
metode dan prosedur akuntansi sesuai kebutuhan. Dari adanya 
kebebasan tersebut yang menyebabkan terjadinya manajemen 
laba, yang masih diperdebatkan sebagai kecurangan atau tidak 
sampai saat ini. Bebrapa pihak menyatakan aktivitas rekayasa 
manajerial ini dianggap kecurangan apabila perusahaa 




1) Mencatat penjualan sebelum dapat tersealiasai. 
Aktivitas semacam ini bertentangan dengan prinsip 
konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa 
suatu transaksi diakui sebagai pendapatan saat 
perusahaan telah memastimakan pendapatan dapat 
terealiasai dimasa depan. 
2) Mencatat penjuala fiktif. Perusahaan memalsukan 
atau memanipulasi transaksi penjualanyang belum 
dilakukan. Aktivitas ini diakui perusahaan sebagai 
barang konsinyasi atau barang yang baru dikirim 
kepada pembeli sebagai barang yang telah terjual. 
3) Mengundurkan tanggal bukti pembelian. Hal ini 
dilakukan untuk mengatur tingkat laba sesuai 
keinginan manajer. Apabila pada periode kinerja 
perusahaan lebih rendah dari kinerja yang 
ditergerkan maka perusahaan akan menunda 
pengakuan biaya yang dikeluarkan untuk 
melakukan pembelian. Hal ini dilakukan agar 
kinerja perusahaan nampak bagus dari periode ke 
periode. 
4) Mencatat persediaan fiktif. Ini dilakukan agar nilai 





b. Manajemen laba bukan kecurangan 
Manajemen laba dikatakan bukan kecurangan ketika 
aktivitas manajer dilakukan dengan kerangka prinsip akuntansi 
berterima umum. Pernyataan ini sesuai dengan kenyataan 
bahwa manajemen laba berada di zona abu-abu antara aktivitas 
yang diijinkan prinsip akuntansi dan kecurangan. Manajemen 
laba sulit diobservasi oleh pemakai laporan keuangan, prinsip 
akunatansi yang menyatakan bahwa manajer harus 
mengungkapkan secara lengkap semua informasi dalam 
pelaporan keuagan juga tidakmampu membuat pemakai 
laporan keuangan mengetahui apakah perusahaan melakukan 
tindakan manajemen laba atau tidak. Akuntansi memang tidak 
mengharuskan perusahaan selalu mengakui dan mencatat 
transaksi atau peristiwa sesuai dengan kejadian yang 
sesungguhnya.  
1) Akuntansi konservatif adalah proses akuntansi 
untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi secara 
berhati-hati sehingga perusahaan tidak akan 
mengalami kesulitan dimasa depan.  
2) Akuntansi agresif adalah proses akuntansi untuk 
mengakui dan mencatat transaksi secara eksploratif. 
Meskipun demikian, namun ada suatu kesimpulan yang 




labamerupakan upaya manajerial mempengaruhi informasi 
dalamlaporan keuaangan dan terdapat pihak yang dirugikan dalam 
peristiwa manajemen laba. Ada tiga model empiris yang 
berkembang seiring masih terdapatnya perbedaan pemahaman 
mengenai manajemen laba, yaitu model yang berbasis akrual 
agregat, akrual khusus, dan distribusi laba.  
a. Model berbasis akrual (aggregate accruals) adalah 
model yang menggunakan discretionary accruals 
sebagai proksi manajemen laba, sesuai yang 
dikembangkan oleh: Healy (1985), De Angelo 
(1986), Jones (1991), dan Dechow, Sloan, Sweeney 
(1995) 
b. Model berbasis akrual khusus (specific accruals) 
adalah pendekatan yang menghitung akrual sebagai 
proksi manajemen laba serta menggunakan item 
laporan keuangan tertentu dan industri tertentu, 
sesuai yang dikembangkan oleh: McNichols dan 
Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta 
Beaver dan McNichols. 
c. Model distribusi laba (distribution of earning) 
dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, 





Salah satu kegagalan dalam dunia bisnis untuk menciptakan 
perusahaan yang sehat, bersih serta bertanggungjawab adalah 
manajemen laba. Manajemen laba dapat dimanfaatkan manajer 
untuk menyembunyikan kecurangan yang pernah terjadi dan 
kecurangan yang akan dilakukan dimasa depan. Upaya 
menyembunyikan kecurangan bukan sesuatu yang sulit karena 
manajemen laba dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan 
metode dan prosedur kauntansi. Namun upaya meyembunyikan 
kecurangan tidak akan dilakukan untuk jangka panjang,dapat 
dimungkinkan ketika perusahaan telah melakukan tindakan 
kecurangan dan manajemen laba maka akan melakukannya secara 
terus-menerus. Penyembunyiaan kecurangan dengan menggunkan 
kecurangan lain akan membuat unsur keadilan, transparansi, 
akuntabilitas, dan resposibilitas tidak berjalan dengan baik pada 
perusahaan. 
Ketika perusahaan melakukan manajemen laba, akan 
muncul beberapa kerugian diantaranya perusahaan akan kehilangan 
kemampuan melanjutkan rekayasa keuangan dan perusahaan akan 
mengalami kesulitan keuangan atau paling parah perusahaan dapat 
mengalami kebangkrutan. Upaya perusahaan untuk mewujudkan 
good corporate governance adalah memperkecil tindakan 




manajerial seolah menjadi budaya dalam perusahaan, antara lain 
karena: 
a. aturan, standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang 
masih lemah.  
b. Sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang 
belum optimal. 
c. Moral hazard pengelolaan perusahaan yang memang cenderung 
mengutamakan kepentigan pribadi atau kelompok. 
Untuk mewujudkan bisnis yang bersih, sehat, dan 
bertanggungjawab adalah dengan membangun sistem pengawasan 
dan pengendalian yang lebih baik. Alasannya, terwujudnya 
keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sebuah 
perusahaan akan mendorong terciptanya keadilan, transparansi, 
akuntabilitas, dan resposibilitas dalam pengelolaan sebuah 
perusahaan. Sistem pengawasn dan pengendalian yang baik akan 
menghambat manajer untuk membuat kebijakan sesuai dengn 
kepentingan dan kebutuhan pribadi dan mengabaikan kepentingan 
dan kebutuhan publik. Untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, 
sehat,dan bertanggungjawab diperlukan adanya pihak sebagai 





Ada harapan yang ingin diwujudkan dengan dibangunnya 
sistem pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari prinsip 
good corporate governance yaitu menurunkan manajemen laba 
dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Jika prinsip tersebut 
diterapkan secara konsisten dapat menjadi penghambat dan 
mengurangi penyimpangan yang mengakibatkan laporan keuangan 
tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. 
3. Dewan Pengawas Syariah 
Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan dewan 
yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada pihak 
Direksi serta berfungsi untuk mengawasi kegiatan Bank agar sesuai 
dengan prinsip syariah yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia, 
2009).  Setiap Bank yang menjalankan prinsip syariah wajib 
memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk 
pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan dalam kegiatan 
perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah (Suryanto, 2014). 
Dewan pengawas syariah merupakan salah satu sistem 
pengendalian perusahaan yang tentu mengharapkan perbankan 
menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak 
melakukan praktek yang merugikan seperti manajemen 
laba(Sahami & Praptitorini, 2015).  
Dewan Syariah Nasional (DSN) menempatkan Dewan 




Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar bidang syariah yang 
memiliki pengetahuan mengenai Perbankan (Yaya, Martawireja, & 
Abdurahim, 2009, p. 27). DPS menjalankan tugasnya sesuai 
dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Adapun wewenang dan 
tugas DPS, antara lain: 
a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga 
keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 
b. Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah 
yang diawasinya kepada DSN. 
c. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan 
DSN. 
DPS harus dapat memenuhi kualifikasi tertentu untuk dapat 
menjalankan tugasnya. Dapat dikatakan DPS tidak dapat dipilih 
sembarang orang yang hanya mengetahui tentang keuangan dan 
perbankan atau cendikiawan yang hanya memahami mengenai 
masalah keagaman namun tidak memahami masalah ilmu 
ekonomi. DPS haruslah seorang ilmuwan  yang memahami dan 
memiliki pengalaman luas  mengenai masalah ilmu ekonomi, 
hukum, dan perbankan (Danupranata, 2013, p. 67).  
Dewan Pengawas Syariah melakukan kegiatan pengarahan, 
konsultasi, evaluasi dan pengawasan sekurang-kurangnya satu kali 
dalam sebulan yang mencakup transaksi utama bank, alokasi bagi 




harus memberikan akses kepada DPS untuk melihat seluruh 
dokumen, data dan informasi kegiatan usaha bank termasuk 
informasi dari konsultan dan pegawai bank. Laporan DPS harus 
ditanda tangani oleh seluruh anggota DPS dan dipublikasikan 
secara tahunan dalam laporan tahunan perbankan (Komite 
Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004). 
4. Komite Audit 
Perkembangan Corporate Governance dalam era ini 
ditandai dengan formasi seperangkat dewan komisaris yaitu komite 
audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Awalnya komite 
audit dibentuk untuk mengurangi dominasi proses audit serta 
sebagai jembatan antara dewan komisaris dengan akuntan publik. 
Anggota komite audit biasanya berasal dari luar perusahaan yang 
tidak memiliki hubungan dengan eksekutif. Komite tersebut 
dibentuk dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam 
menjalankan tugasnya, selain itu komite audit juga bertugas untuk 
menentukan besarnya biaya audit serta merekomendasikan kepada 
dewan komisaris untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) 
perusahaan (Lukviarman, 2016, p. 203). 
Komite audit didefinisikan sebagai komite dalam suatu 
perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan audit internal 
(Kodriyah et al., 2017). Komite audit bertugas melakukan 




keuangan berkualitas dan taat terhadap peraturan undang – undang. 
Komite audit juga bertanggung jawab dalam mengawasi laporan 
keuangan agar dapat mengurangi tindakan oportunis manajemen 
dalam melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi sistem 
pengendalian internal dan melakukan pengawasan terhadap audit 
internal (Akal, 2014, p. 71). 
Komite audit memiliki tugas yang semakin luas mencakup: 
pemantauan manajemen risiko, sistem pengendalian manajemen, 
audit internal dan kepatuhan terhadap Good Corporate 
Governance. Tugas komite audit yang paling berat yaitu harus 
menentukan tujuan institusi dengan jelas dan terukur, serta 
melakukan kajian terhadap kinerja berdasarkan tujuan yang telah 
ditetapkan. Komite audit memiliki fungsi untuk menciptakan 
kinerja disiplin dan kontrol yang dapat mengurangi penyelewengan 
laporan keuangan, memperkuat posisi independensi auditor 
internal dan meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol 
internal yang lebih baik (Lukviarman, 2016, p. 204). 
Komite audit harus memiliki sifat independensi dan harus 
memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi maupun keuangan. 
Komite audit yang memiliki kemampuan pada bidang akuntansi 
dan keuangan dapat menambah fungsi pemantauan dan 
pengendalian dalam memperkecil tindakan penyimpangan atau 




2019). Adanya komite audit yang memiliki kemampuan dibidang 
akuntansi dan keuangan diharapkan mampu memahami kompleksi 
laporan keuangan, mengevaluasi kebijakan akuntansi, memahami 
keputusan auditor dan menilai kualitas laporan keuangan 
(Dwiharyadi, 2017). 
Komite audit harus memiliki beberapa aspek untuk 
melakukan pengawasan agar dapat menciptakan kehidupan bisnis 
yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab: 
a. Penyusunan laporan keuangan. Manajer dan dewan komisaris 
merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun 
laporan keuangan, namun komite audit bertugas melakukan 
pengawasan independen atas proses penyusunan laporan 
keuangan dan pelaksanaan audit ekstrn untuk memastikan 
bahwa laporan keuangan yang dibuat manajer telah 
mengungkapkan infromasi kondisi keuangan, hasil usaha, serta 
rencana dan komitmen jangka panjang yang sesungguhnya. 
Komite audit berperan dan memiliki tugas untuk meningkatkan 
kualitas laporan keuangan,antara lain 
1) Melakukan pengawas untuk memnetukan apakah 





2) Memastikan laporan keuangan telah memenuhi standar 
dan konsisten terhadap informasi lain yang diketahui 
komite audit. 
3) Melakukan pengawasan terhadap auditor eksternal dan 
menilai mutu pekerjaan dan kewajaran biaya audit 
(auditor’s fee) yang diajukan oleh auditor eksternal. 
b. Manajemen resiko dan pengendalian. Pihak yang terjanggung 
jawab terhadap manajemen risiko dan kontrol perusahaan 
adalah manajer dan dewan komisaris. Sementara itu, komite 
audit memberikan pengawasan independen atas proses 
pengelolaan risiko dan kontrol, khususnya untuk berbagai hal 
yang mempunyai potensi risiko,pemberdayaan sistem 
pengendalian intern, serta pemantauan terhadap proses 
pengawasan yang dilakukan auditor internal. Apabila 
menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maka komite audit mempunyai kewajiban untuk 
melaporkannya kepada dewan komisaris. Peran dan tanggung 
jawab komite audit,antara lain: 
1) Melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan 
risiko, kontrol, serta mengidentifikasi risiko dan 




2) Menilai ruanglingkup pemeriksaan auditor internal dan 
eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang 
berisiko dan memrlukan pengendalian telah dikerjakan. 
3) Memastikan bahwa manaje telah melaksanakan semua 
rekomendasi mengenai risiko dan pengendalian itu. 
c. Corporate goverannce. Pihak yang bertanggungjawab 
melaksanakan corporate governance adalah direksi dan dewan 
komisaris. Semetara itu, komite audit mempunyai 
tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan independen 
atas proses pelaksanaan corporate governance suatu 
perusahaan, khususnya untuk memastikan bahwa perusahaan 
telah dijalankan sesuai dengan perturan perundang-undangan 
yang berlaku, melaksanakan usaha secara beretika, dan 
melaksanakan secara efektif terhadap benturan kepentingan 
atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajer 
perusahaan. Komite audit mempunyai tanggungjawab dan 
peran antaralaian: 
1) Melakuakn pngawasan terhadap proses penerapan 
corporate governance. 
2) Memastikan bahwa manajer senior secara aktif 
mensosialisasikan budaya corporate governance. 





4) Memahami semua pokok persoalan dan issues yang 
mungkin dapat mempengaruhi kinerj finansial maupun 
non finansial perusahaan. 
5) Mmantau bahwa  perusahaan telah mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
6) Mewajibkan auditor melaporkan secara tertulis hasil 
evaluasi pelaksanaan corporate governance dan temuan 
lainnya.  
Oleh karena itu, secara singkat fungsi komite audit adalah 
untukmenciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan 
mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Fungsi 
lainnya adalah untuk memperkuat posisi auditor internal dengan 
memperkuat independensinya dari manajer hingga dapat 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan 
objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan 
terhadap adanya kontrol internal yang baik (Sulistyanto, 2008, p. 
143). 
Kompetensi komite audit merupakan salah satu ukuran 
penentu good corporate governance dalam mengatasi manajemen 
laba. Dapat dikatakan bahwa komptensi komite audit memiliki 
hubungan untuk menurunkan manajemen laba atau semakin 
berkompeten komite aduit maka semakin mengurangi aktivitas 




audit memiliki hubungan positif dengan levelmanajemen laba. 
Komite audit merupakan pihak yang membantu deswan komisaris 
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas 
internal dan eksternal audit yang diharapkan juga mampu 
mengurangi manajemen laba perusahaan. 
5. Dewan Komisaris 
Dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki 
tantangan untuk menjaga formulasi strategi dan pembuatan 
kebijakan,  pengawasan terhadap direksi, dan akuntabilitas serta 
kepatuhan terhadap aturan. Dewan komisaris selaku salah satu 
Good Corporate Governance harus mampu menciptakan keadaan 
yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan, serta mampu 
mendorong diterapkannya prinsip dan praktik GCG di Indonesia 
(Sulistyanto, 2008, p. 144). Sesuai ketentuan  undang – undang 
perseroan, dewan komisaris bertugas untuk mengarahkan berbagai 
aktivitas perusahaan, namun tidak bertanggung jawab untuk 
pengelolaan aktivitas operasional perusahaan. Dewan komisaris 
bertanggung jawab untuk bertindak dengan due care atau  due 
diligence di dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam 
perusahaan (Lukviarman, 2016, p. 164). 
Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi proses 
pelaporan keuangan serta melakukan pertemuan secara rutin 




mengenai hal yang bersangkutan dengan review laporan, 
mekanisme prosedur, dan proses audit yang dilakukan 
(Dwiharyadi, 2017). Dewan komisaris yang mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan yang baik mengenai perusahaan 
mampu melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan 
secara efektif (Wirayana & Sudana, 2018). Dewan komisaris diberi 
tanggung jawab untuk mengawasi kualitas laporan keuangan 
mengingat adanya kepentingan manajemen yang dapat melakukan 
manajemen laba yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan 
investor (Akal, 2014, p. 56). 
Beberapa aspek yang hasus dimiliki dewan komisaris untuk 
menciptakan perusahaan yang bersih, sehat dan bertanggungjawab: 
a. Mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk 
semua kepentingan sebagai prinsisp utama pembuatan 
keputusan manajerial. 
b. Mendorong diterapkannya prinsip dan praktek good corporate 
governance di Indonesia. 
c. Bertanggungjawab untukmendorong diterpkannya prinsip 
good corporate governance melalui pemberdayaan dewan 
komisaris  
Beberapa tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan 




a. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau 
jadwal, anggaran dan efektivitas strategi. 
b. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional 
c. Memilki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit 
yang bekerja dengan baik. 
d. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun 
nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan 
operasinya. 
e. Risiko dan potensi krisis selalu diindentifikasikan dan dikelola 
dengan baik. 
f. Prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance 
dipatuhi dan diterapkan dengan baik khusunya: 
1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan 
keuangan perusahaan. 
2) Perlakukan yang adil untuk pemegang saham minoritas 
dan stakeholder lain. 
3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik 
kepentingan secara wajar dan adil. 
4) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan 
peraturanyang berlaku. 
5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan. 
Dewan komisaris dan komite audit dibentuk sebagai pihak 




keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan resposibilitas. Ada 
hubungan karakteristik antara komite audit dan dewan komisaris 
untuk menghadapi manajemen laba sebagai ukuran penerapan 
prinsip good corporate governance.  
Dewan komisaris mempunyai peran penting dalam 
menyediakan laporan keuangan yang reliable. Oleh karena itu, 
keberadaan dewan komisaris ini akan mempunyai pengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran 
tigkat rekayasa keuangan yang tidak dilakukan manajer. Ada studi 
yang mengatakan semakin besar dewan direktur semakin tidak 
efektif dan lemahnya kontrol terhadap manajer. Hal ini 
dikarenakan, dewan komisaris independen mempunyai 
pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga 
mempengaruhi kemungkinan penyimpangan dalam menyajikan 
laporan keuangan yang dilakukan manajer. 
6. Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai ukuran besar 
atau kecilnya suatu perusahaan (Nurjanah, 2017). Ukuran 
perusahaan dapat didefinisikan sebagai skala penentuan besar atau 
kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai pasar 
saham, total aktiva, log size dan lain sebagainya (Lestari, Kurnia, 
& Yuniati, 2018). Ukuran  perusahaan merupakan besar kecilnya 




akses yang cepat dalam mendapatkan sumber pendanaan 
dibandingkan perusahaan kecil (Tirayoh, Pangemanan, & 
Makaombohe, 2014). 
Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan 
bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. 
Penjualan yang lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya 
tetap, maka dapat diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak, dan 
sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan 
biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham & 
Houston, 2006, p. 50). 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Dewan 
Pengawas Syariah, Komite Audit, Dewan Komisaris, Dan Ukuran 
Perusahaan Terhadap Manajemen Laba digunakan sebagai bahan acuan 
dan kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 
bahan kajian dalam penelitian ini: 
Tabel 2. 1 
Penelitian Terdahulu 
 
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 
(Kodriyah et al., 
2017) 
Peran Dewan Pengawas 
Syariah, Komite Audit 





Menggunakan metode Multiple 
Linear, menghasilkan Dewan 
Pengawas Syariah tidak mampu 
meminimalisir praktik 
Manajemen Laba, Dewan 
Komisaris mampu memprediksi 
praktik Manajemen Laba dan 





terhadap Manajemen Laba. 





Audit, dan Dewan 
Pengawas Syariah 
terhadap Manajemen 
Laba (Studi pada Bank 
Umum Syariah di 
Indonesia) 
Sampel sebanyak 33 Perbankan 
menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda, 
menghasilkan Kepemilikan 
Institusional dan Dewan 
Pengawas Syariah berpengaruh 
negatif dan signifikan sedangkan 
Ukuran Perusahaan dan Komite 
Audit tidak berpengaruh 
terhadap Manajemen Laba. 
3 (Anhara, 2015) 
Analisis Faktor – 
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Manajemen Laba (Studi 
Pada Perusahaan 
Syariah Di Indonesia) 
Menggunakan analisis regresi 
linier berganda, menghasilkan 
Kepemilikan Sebagai 
Institusional, Kepemilikan 
Manajerial, Komite Audit, 
jumlah pertemuan Komite Audit 
berpengaruh terhadap 
manajemen laba, sedangkan 
keahlian Komite Audit, Dewan 
Pengawas Syariah, Ukuran 
Perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
4 (Sari, 2017) 
Karakteristik 
Perusahaan, Tata 
Kelola Perusahaan Dan 
Manajemen Laba 
Menggunakan sampel sebanyak 
991,menghasilkan Keahlian 
Komite Audit Dan Komposisi 
Dewan Komisaris berpengaruh 
positif terhadap manajemen laba. 
Frekuensi Rapat Komite Audit, 
Ukuran Komite Audit Dan 
Keahlian Dewan Komisaris 
berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba. Leverage dan 
Reputasi Auditor tidak 
berpengaruh terhadap 
manajemen lab dan Ukuran 
Perusahaan berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
5 
(Ulina, Mulyadi, 
& Sri Tjahjono, 
2018) 
Pengaruh Kualitas 
Audit dan Komite 
Audit terhadap 
Manajemen Laba pada 
Perusahaan Manufaktur 
yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia 
Sampel sebanyak 39 perusahaan 
dengan metode regresi linier 
berganda, menghasilkan KAP 
berpengaruh positif terhadap 
Manajemen Laba, sedangkan 
Spesialisasi Industri Auditor, 
Audit Tenure, Ukuran Komite 






Audit dan Frekuensi  Pertemuan 
Komite Audit tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Manajemen 
Laba 
6 




Audit Dan Dewan 
Komisaris Wanita 
Terhadap Manajemen 
Laba (Studi Empiris 
Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2015-2017) 
Sampel sebanyak 63 perusahaan 
menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda 
menghasilkan Keahlian 
Akuntansi Komite Audit tidak 
berpengaruh terhadap 
manajemen laba, sedangkan 
Dewan Komisaris Wanita 









Manajemen Laba di 
Perusahaan Perbankan 
Sampel sebanyak 180 
perusahaan menggunakan uji 
regresi linier 
berganda,menghasilkan 
Konsentrasi Kepemilikan yang 
dibagi menjadi dua yaitu 
Kepemilikan Institusional 
berpengaruh positif terhadap 
manajemen laba, kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
Sedangkan Kompetensi Dewan 
Komisaris yang dibagi menjadi 
tiga yaitu Kompetensi Dalam 
Bidang Spesifik Perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba, Bidang 
Akuntansi tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba, Tata 
Kelola Perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap manajemen 
laba. 
8 (Giovani, 2017) 
Pengaruh Struktur 
Kepemilikan, Tata 




Menggunakan regresi linier 
berganda,menghasilkan Ukuran 
Dewan Komisaris, Kepemilikan 
Manajerial, Ukuran Perusahaan 
mempunyai dampak negatif 
signifikan terhadap Manajemen 
Laba. Profitabilitas dan 
Leverage berpengaruh positif 








Dewan Komisaris, Ukuran 
Komite Audit tidak berpengaruh 





Pengaruh Tata Kelola 
Perusahaan, 
Karakteristik 
Perusahaan dan Faktor 
lainnya terhadap 
Manajemen Laba 
Sampel sebanyak 313 dan 
menggunakan metode analisis 
multiple regression, 
menghasilkan Ukuran Dewan, 
Kepemilikan Institusional, 
Ukuran Perusahaan, Kualitas 
Audit, Pertumbuhan Perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap 
Manajemen Laba. Sedangkan 
Kinerja Perusahaan berpengaruh 
dan  Leverage berpengaruh 
negatif terhadap manajemen 
laba. 
10 





Direksi, Komite Audit 
dan Ukuran Perusahaan 
terhadap Manajemen 
Laba pada Perusahaan 
Manufaktur yang 
terdfatar di Bursa Efek 
Indonesia 
Sampel sebanyak 30 
perusahaandan menggunakan 
metode analisis regresi linier 
berganda, menghasilkan Dewan 
Direksi Dan Ukuran Perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Earning 
Power, Komisaris Independen 
Dan Komite Audit tidak 
berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Secara 
bersama-sama Earning Power, 
Komisaris Independen, Dewan 
Direksi, Komite Audit Dan 
Ukuran Perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen 
laba. 
11 
(Lubis & Suryani, 
2018) 





Laba ( Studi Empiris 
pada Perusahaan 
Industri Barang 
Konsumsi di BEI 2012- 
2016) 
Sampel sebanyak 55 perusahaan 
dan menggunakan analisis 
regresi linier 
berganda,menghasilkan Tax 
Planning dan Ukuran 
Perusahaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
manajemen laba, sedangkan 
Beban Pajak Tangguhan tidak 












laba pada Perbankan 
yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 
2008 – 2011 
Sampel sebanyak 10 bank dan 
menggunakan metode analisis 
linier sederhana, menghasilkan 
Ukuran Perusahaan berpengaruh 
signifikan negatif terhadap 
manajemen laba, artinya 
semakin besar ukuran 
perusahaan maka perilaku 
manajemen laba akan semakin 
menurun. 
Sumber : Data yang diolah 2020 
Persamaan secara umum penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
terletak pada penggunaan variabel dependen yaitu manajemen laba. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Kodriyah et al., 2017), (Nurjanah, 2017), 
dan (Anhara, 2015) memiliki kesamaan penggunaan objek yakni pada 
Perbankan Syariah di Indonesia, dan penggunaan salah satu variabel yaitu 
Dewan Pengawas Syariah. Persamaan dengan penelitian (Sari, 2017), 
(Ulina et al., 2018), dan (N. G. Putri & NR, 2019) terletak pada 
penggunaan variabel Komite Audit yang diukur berdasarkan jumlah 
Komite Audit memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Persamaan 
penelitian ini dengan semua penelitian terdahulu terletak pada penggunaan 
metode analisis yakni menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara umum 
terletak pada tahun penelitian dan objek penelitian yang lebih banyak 
menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek sedangkan penelitian 
ini menggunakan Bank umum syariah sebagai objek. Perbedaan penelitian 





menggunakan teknik purposive sampling sedangkan pada penelitian ini 
menggunakan sampel jenuh. Penelitian terdahulu lebih banyak 
menggunakan discretionary accruals (Model Jones dimodifikasi) 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan Model De Angelo sebagai 
cara pengukuran manajemen laba. Penelitian ini merupakan modifikasi 
dari penelitian yang dilakukan oleh (Kodriyah et al., 2017) dengan 
menambahkan satu variabel yaitu Ukuran Perusahaan dan perbedaan tahun 
pengamatan yaitu dilakukan pada 2015-2019. 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Dewan pengawas syariah wajib dibentuk pada setiap Bank 
yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, Bank 
setidaknya memiliki 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawas 
Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang semakin 
banyak, dapat meminimalisir praktik manajemen laba pada bank 
umum syariah, dikarenakan Dewan Pengawas Syariah memiliki 
tugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan 
prinsip syariah (Kodriyah et al., 2017). Penelitian yang dilakukan 
oleh (Nurjanah, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan 
negatif antara Dewan Pengawas Syariah dengan Manajemen Laba, 
hal ini berarti semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah 





Komite audit yang bertugas langsung di bawah dewan 
komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas 
keterbukaan laporan keuangan (Pertiwi & Laksito, 2019). Komite 
audit harus memenuhi salah satu syarat yaitu memiliki kompetensi 
dan pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan. Adanya 
ketentuan tersebut maka setidaknya setiap perusahaan memiliki 
salah satu anggota komite audit yang mempunyai kompetensi pada 
bidang akuntansi dan keuangan yang secara langsung berkaitan 
dengan pelaporan keuangan sehingga dipercaya mampu mengatasi 
masalah keagenan termasuk manajemen laba (N. G. Putri & NR, 
2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Sahami & Praptitorini, 
2015) menunjukan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap manajemen laba. 
Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian 
tertinggi yang memiliki tanggung jawab atas pengawasan kualitas 
laporan keuangan. Semakin banyak dewan komisaris dalam suatu 
perusahaan maka akan semakin kecil tingkat praktik manajemen 
laba dan pengawas yang dilakukan dewan komisaris semakin 
berkualitas yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan 
keuangan (Ermawati & Anggraini, 2020). Penelitian yang 
dilakukan oleh (Giovani, 2017) menyatakan bahwa ukuran dewan 
komisaris yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris 




semakin banyak dewan komisaris semakin tinggi pula tingkat 
pengawasan sehingga mampu mengurangi manajemen laba. 
Ukuran perusahaan menunjukan besar kecilnya suatu 
perusahaan yang diproksikan Ln dari total aset. Ukuran perusahaan 
yang besar cenderung melakukan tindakan manajemen laba untuk 
menjaga nama baik perusahaan dan mempertahankan laba tinggi 
untuk mendapatkan modal dan kepercayaan masyarakat (Sari, 
2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis & Suryani, 2018) 
menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba, hal ini disebabkan karena ukuran 
perusahaan yang besar cenderung untuk meminimalkan jumlah 
laba karena cenderung ingin menghasilkan kinerja keuangan yang 






























H1 : Diduga Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif 
terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah 
periode 2014–2018. 
H2 : Diduga Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif 
terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah 
periode 2014–2018. 
H3 : Diduga Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014–
2018.  
H4 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 







A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang berusaha menguji hipotesis 
dengan menggunakan alat analisis statistik mengenai manajemen laba. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah Bank Umum 
Syariah yang terdaftar di Indonesia Periode 2014–2018 sebanyak 14 
perbankan yaitu :  
Tabel 3. 1 
Populasi Bank Umum Syariah 
No Perbankan Syariah 
1 PT Bank Jabar Banten Syariah 
2 PT Maybank Syariah 
3 PT BCA Syariah 
4 PT Syariah Bukopin 
5 PT Bank Mega Syariah 
6 PT BNI Syariah 
7 PT Bank Victoria Syariah 
8 PT Bank Panin Dubai Syariah 
9 PT BRI Syariah 
10 PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah 
11 PT Bank Syariah Mandiri 
12 PT Bank Muamalat Indonesia 
13 PT Bank Aceh Syariah 
14 PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah 





Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sama dengan 
populasi yang ada yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel 
jenuh. Penggunaan Bank Umum Syariah sebagai sampel karena 
terdapat kemungkinan Bank Umum Syariah melakukan tindakan 
manajemen laba ketika terdapat hubungan asimetris antara pihak 
principal dan manajemen yang memiliki tingkat kepentingan 
berseberangan . 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual Variabel 
a. Variabel Dependen  
1) Manajemen Laba 
Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial 
perusahaan untuk melakukan tindakan intervensi atau 
mempengaruhi informasi–informasi dalam laporan keuangan, 
dengan melakukan campur tangan dalam penyusunan laporan 
keuangan, kelalaian yang disengaja dan menggunakan 
keputusan tertentu dalam mengubah laporan keuangan untuk 
mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan 
kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008, p. 6).  Manajemen laba 
diproksikan dengan Discretionary Accrual dimana akrual yang 




dilakukan oleh pihak manajemen pada laporan keuangan 
adalah total akrual. 
b. Variabel Independen 
1) Dewan Pengawas Syariah 
Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang 
dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 
ditempatkan pada setiap lembaga keuangan dan terdiri dari 
pakar di bidang syariah serta memiliki pengetahuan dalam 
bidang perbankan. Dewan pengawas syariah memiliki tugas 
untuk melakukan pengawasan secara periodik terhadap 
lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya 
(Yaya et al., 2009, p. 27). 
2) Komite Audit 
Komite audit merupakan komite yang dibentuk 
untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan tanggung 
jawab penuh dari dewan komisaris. Komite audit harus 
memiliki anggota yang berkompetensi pada bidang 
akuntansi dan keuangan agar mampu mengevaluasi laporan 
keuangan atas pengalaman yang dimilikinya (N. G. Putri & 
NR, 2019). 
3) Dewan Komisaris 
Dewan komisaris merupakan dewan dalam suatu 




yang harus bertindak independen semata-mata demi 
keberhasilan dan keuntungan perusahaan. Serta bertugas 
mengawasi memberikan arahan kepada pihak manajemen 
dalam melakukan pengelolaan perusahaan (Komite 
Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004). 
4) Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 
empat yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 
usaha besar yang diklasifikasikan berdasarkan total aset 
yang dimiliki perusahaan dan total penjualan tahunan 
perusahaan (Lubis & Suryani, 2018). 
2. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3. 2  
Definisi Operasional 












Pendidikan Komite Audit dalam bidang 
akuntansi dan keuangan yang dapat dilihat 
pada laporan keuangan 
Skor 1 = untuk yang memiliki komite audit 
berlatar belakang pendidikan akuntansi dan 
keuangan 
Skor 0 = yang tidak memiliki 





















TAC = Net Income - Cash Flow From 
Operations 
NDAt = TACt-1 
DA     = TAC – NDA 
(Semakin kecil kemungkinan perusahaan 
dalam melakukan manajemen laba, maka 
nilai discretionary accruals akan 
mendekati nol. Apabila manajemen laba 
dilakukan dengan meningkatkan laba 
perusahaan hal tersebut berarti 
discretionary accruals menunjukan nilai 
positif, dan apabila discretionary accruals 
menunjukan nilai negatif berarti 
manajemen laba dilakukan dengan 
menurunkan laba perusahaan.) 
 
Rasio  
Sumber: berbagai jurnal yang digunakan dalam penelitian ini 
D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang 
bersumber dari: 
1. www.ojk.go.id 
2. Annual Report pada setiap perusahaan. 
3. Data perusahaan berikut profil perusahaan sebagainya yang 
mendukung penelitian yang diambil dari Website perusahaan 
masing –masing. 
E. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan bagian dari proses pengujian 
setelah dilakukan pemilihan dan pengumpulan data. Data diolah 
menggunakan bantuan software statistika SPSS versi 23. Beberapa teknik 






1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif merupakan pengolahan data yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, 
varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 
(kemencengan distribusi). Statistik deskriptif juga digunakan analisis 
tabung silang (crosstab) pada prinsipnya menyajikan data dalam bentuk 
tabulasi yang meliputi baris dan kolom dan data untuk penyajian crosstab 
adalah data berskala nominal atau kategori (Ghozali, 2018, p. 19). 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya 
mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik yaitu memiliki 
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah 
residual normal atau tidak dengan menggunakan analisis grafik atau 
dengan melihat normal probability plot dan one sample Kolmogorov-
Smirnov.  Analisis probability plot dengan melihat grafik histogram. 
Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 
ploting data residual akan dibandingkan dengan garis normal. Jika 
distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Uji one sample 
Kolmogorov-Smirnov (KS) untuk menguji normalitas dengan 




Jika nilai signifikansi dibawah 0,05 berarti data tidak berdistribusi 
normal, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat 
dikatakan data berdistribusi normal dan dapat dilakukan uji selanjutnya 
(Ghozali, 2018, p. 161). 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini 
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 
nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 
(Ghozali, 2018, p. 108). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
2) Menganalisis matriks korelasi variabel–variabel independen. Jika 
antar variabel independen terdapat nilai korelasi yang cukup tinggi 
(umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 
multikolineritas. Tidak adanya korelasi tinggi antara variabel 
independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 





3) Mengamati nilai tolerance dan VIF. Tolerance digunakan untuk 
mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 
rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 
VIF=1/Tolerance).  Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 
VIF yang tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Jika nilai tolerance < 
0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10,00 maka dikatakan model 
regresi terdapat gejala multikolinearitas, dan sebaliknya jika nilai 
tolerance > 0,10 dan nilai VIF <10,00 maka model regresi tidak 
terdapat gejala multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain pada model regresi. Cara untuk deteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dapat melihat pola tertentu pada grafik scatterplot 
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 
diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya) 
yang telah diolah. Dasar yang digunakan untuk melakukan analisis 
grafik ketika terdapat pola tertentu, seperti titik–titik yang ada 
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 
kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 




menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018, p. 137).  
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan dan berkaitan 
satu sama lainnya. Masalah tersebut timbul karena residu (kesalahan 
pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 
Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari uji 
autokorelasi (Ghozali, 2018, p. 112). Cara mendeteksi ada atau 
tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin–Watson (DW 
test). Pengambilan Durbin–Watson adalah sebagai berikut: 
Tabel 3. 3  
Uji Autokorelasi 
Hipotesis nol Keputusan  Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No decison dl < d < du 
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 
Tidak ada korelasi negatif No decison 4 – du < d < 4 – dl 
Tidak ada autokorelasi positif 
atau negatif 
Tidak ditolak du < d < 4 - du 
Sumber : (Ghozali, 2018, p. 112) 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 




Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan) terhadap satu variabel dependen. 
Adapun persamaan yang digunakan : 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Dimana : 
Y  : Manajemen Laba 
α   : Konstanta 
β1- β4 : koefisien regresi 
X1 : Dewan Pengawas Syariah 
X2  : Komite Audit 
X3   : Dewan Komisaris 
X4  : Ukuran Perusahaan 
e  : eror 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel 
dependen dengan menganggap variabel independen lainnya 
konstan. Jika asumsi normalitas error terpenuhi, maka dapat 
menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial dari regresi. 
Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai 
signifikan t < 0,025 (Ghozali, 2018, p. 98). Ada beberapa kriteria 
yang dapat digunakan dalam menentukan uji signifikansi 




1) Jika nilai signifikansi < 0,025 maka hipotesis diterima. Hal ini 
mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai signifikansi > 0,025 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen 
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
b. Uji Koefisiensi Determinasi 
Koefisien Determinasi (R
2
) memiliki tujuan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 
antara nol dan satu. Nilai R
2 
yang mendekati nol berarti 
kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R
2 
mendekati satu 
artinya variabel–variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2018, p. 97). Dalam hal ini koefisien 
determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh dewan pengawas syariah, komite audit, dewan komisaris, 
dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Formula untuk 
menghitung besarnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 
D = (KK)
2
 x 100% 
Keterangan: 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983, dimana Bank 
Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan 
suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan 
yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Tahun 1983 
pemerintah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan 
yang merupakan konsep dari perbankan syariah.Tahun 1988, pemerintah 
mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) 
yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus 
dibuka untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan).  
Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa 
usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah 
bermunculan. Inisiatif pendiri bank islam Indonesia dimulai tahun 1980 
melalui diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi islam. 
Sebagai uji coba, gagasan perbankan islam dipraktekan dalam skala yang 
relatif terbatas diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan 
di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di 




lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil 
lokakarya kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 
IV MUI di Jakrta 22-25 Agustus 1990 dengan hasil amanat bagi 
pembentukan kelompok kerja pendirian bank islam di Indonesia.  
Kelompok kerja adalah Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas 
untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua  pihak terkait. 
Hasil kerja Tim Perbankan Mui dengan adalah berdirinya bank syariah 
pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sesuai 
akte pendiriannya, berdiri tanggal 1 november 1991. Sejak tanggal 1 Mei 
1992. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum 
memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan 
nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem 
syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank 
dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian dan 
landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Tahun 
1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan 
penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 
yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam 
perbankan di Indonesia (dual banking system) yaitu sistem perbankan 
konvensional dan sistem perbankan syariah.  
Peluang ini disambut hangat oleh masyarakat perbankan, yang 
ditandai dengan berdirinya Bank Islam lainnya, yaitu Bank IFI, Bank 




Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll. Pengesahan beberapa produk 
perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan 
aktivitas pasar keuangan syariah, seperti : 
i. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
ii. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 
(sukuk) 
iii. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 
Tahun 1983 tentang PPN Barang dan jasa 
Dengan berlakunya Undang-Undang  No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan 
industri perbankan syariah nasiona semakin memiliki landasan hukum 
yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat 
lagi. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah 
BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang 
dari dua tahun (2009-2010). 
Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di 
Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, 
sudah banyak pencapaian kemajuan baik dari aspek kelembagaan dan 
infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, 
maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa 
keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem 
terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Jun 2015, 




Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 
BPRS. 
Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan 
perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. 
Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. 
OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan 
strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah 
tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang 
dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan 
menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategi 
untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan (www.ojk.go.id, 
n.d.) 
Tabel 4. 1  
Bank Umum Syariah 
No Bank Umum Syariah Tanggal Operasi 
1 PT. Muamalat Indonesia 1 Mei 1992 
2 PT. Bank Victoria Syariah 1 April 2010 
3 PT. Bank BRI Syariah 17 November 2008 
4 PT. Bank Jabar Banten Syariah 6 Mei 2010 
5 PT. BNI Syariah 19 Juni 2010 
6 PT. Bank Syariah Mandiri 1 November 1999 
7 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 2 Desember 2009 
8 PT. Bank Syariah Bukopin 9 Desember 2009 
9 PT. BCA Syariah 5 April 2010 
10 PT. Maybank Syariah Indonesia 1 Oktober 2010 
11 PT. Bank Mega Syariah 25 Agustus 2004 
12 PT. Bank Aceh Syariah 19 September 2016 
13 
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah 
14 Juli 2014 
14 PT. BPD Nusa Tenggara Barat 24 September 2018 




B. Hasil Penelitian 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif berfungsi memberikan deskripsi atau 
menggambarkan data penelitian dilihat dari nilai minimum, 
maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi yang dihasilkan dari 
variabel penelitian (Ghozali, 2018, p. 19). Statistik deskriptif 
merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum analisis data. Data 
awal penelitian ini berjumlah 70, akan tetapi dikarenakan terdapat 
banyak data ekstrim dan data berdistribusi tidak normal maka 
dilakukan outlier agar data berdistribusi normal dan dapat dilakukan 
tahapan uji selanjutnya. Hasil uji statistik deskriptif setelah dilakukan 
outlier adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 2  
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPS 58 2 3 2,28 ,451 
KA 58 0 1 ,71 ,459 
DK 58 3 5 3,52 ,682 
Size 58 14,0590 18,1828 15,884983 1,0118313 
Manajemen Laba 58 -2055195,9107 583468,8560 -257572,518813 569016,5288990 
Valid N (listwise) 58     
Sumber : Output SPSS 23, 2020 
 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui data observasi 
penelitian ini sebanyak 58 data. Berikut ini keterangan dari data 




a. Variabel Dewan Pengawas Syariah (X1) memiliki nilai minimum 
2, maksimum 3, nilai rata-rata 2,28 dengan standar deviasi sebesar 
0,451. Artinya jumlah dewan pengawas syariah dalam suatu 
perusahaan memiliki rata-rata berjumlah 2 orang yang mana sesuai 
dengan syarat yang harus dimiliki perusahaan dengan prinsip 
syariah memiliki paling sedikit dua orang anggota dewan 
pengawas syariah. 
b. Variabel Komite Audit (X2) memiliki nilai minimum 0, 
maksimum 1, nilai rata-rata 0,71 dan standar deviasi sebesar 0,459. 
Artinya perusahaan memiliki komite audit yang memiliki 
kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan sebanyak 71%. 
c. Variabel Dewan Komisaris (X3) memiliki nilai minimum 3, nilai 
maksimum 5, nilai rata-rata 3,52 dan standar deviasi sebesar 0,682. 
Artinya dalam suatu perusahaan memiliki dewan komisaris rata-
rata berjumlah 4 orang dan sesuai dengan syarat yang harus 
dimiliki perusahaan. 
d. Variabel Ukuran Perusahaan (X4) memiliki nilai minimum 
14.0590, nilai maksimum 18.1828, nilai rata-rata 15.884983, dan 
nilai standar deviasi sebesar 1.0118313. Artinya dalam penelitian 
ini rata-rata ukuran perusahaan sebesar 15%. 
e. Variabel Manajemen Laba (Y) memiliki nilai minimum -
20551959.910, nilai maksimum 583468.8560, nilai rata-rata -




ini dapat menunjukan bahwa perusahaan yang dijadikan objek 
penelitian rata-rata memalukan manajemen laba dengan cara 
menurunkan laba perusahaan karena nilai rata-rata menunjukan 
nilai negatif. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data 
memiliki distribusi normal atau tidak agar dapat dilakukan uji 
selanjutnya. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 
grafik normal probability plot dan uji one sample Kolmogorov-
Smirnov. Uji probability plot akan melihat titik-titik apakah 
mengikuti garis lurus diagonal atau tidak, sedangkan uji one 
sample Kolmogorov-Smirnov (KS) dilakukan uji memperkuat uji 
normalitas dengan melihat nilai signifikansi. Uji normalitas 
dikatakan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
(Ghozali, 2018, p. 161). 
Tabel 4. 3  
Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier 






 Mean ,0000000 
Std. Deviation 4112819,043
28936 






Test Statistic ,298 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,000
d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
Sumber: Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukan nilai Monte 
Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Berarti nilai signifikansi 
kurang dari 0,05 dan menunjukan bahwa data tidak berdistribusi 
normal. Untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi normal, 
dapat dilakukan dengan cara outlier. Setelah dilakukannya outlier 
data penelitian yang awalnya berjumlah 70 karena memiliki 
banyak data ekstrim dan tidak berdistribusi normal maka data 
sekarang berjumlah 58. Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan 
setelah outlier : 
 
Gambar 4. 1  





Tabel 4. 4  
Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier 






 Mean ,0000000 
Std. Deviation 455679,4874
0443 
Most Extreme Differences Absolute ,129 
Positive ,057 
Negative -,129 
Test Statistic ,129 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,017
c
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,272
d
 
99% Confidence Interval Lower Bound ,260 
Upper Bound ,283 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
Sumber: Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa nilai 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,272. Ini berarti data sudah 
berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
dan layak digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolonearitas dilakukan untuk menguji apakah 
terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui 
adanya korelasi antara variabel independen dilakukan dengan 
menggunakan uji nilai tolerance value dan Variance Inflation 




maka dikatakan terjadi gejala multikoloniearitas (Ghozali, 2018, p. 
108). Hasil uji multikolonearitas sebagai berikut: 
Tabel 4. 5  







1 (Constant)   
DPS ,851 1,176 
KA ,996 1,004 
DK ,545 1,836 
Size ,599 1,669 
a. Dependent Variable: Manajemen Laba 
Sumber: Output SPSS 23, 2020 
Berikut ini keterangan mengenai hasil uji multikoloniearitas di 
atas: 
1) Variabel Dewan Pengawas Syariah menunjukan nilai 
Tolerance sebesar 0,851 lebih besar dari 0,10 berarti tidak 
terdapat korelasi antara variabel. Selain itu, nilai VIF sebesar 
1,176 lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan tidak 
terdapat multikolonearitas antar variabel independen dalam 
model regresi 
2) Variabel Komite Audit menunjukan nilai Tolerance sebesar 
0,996 lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi korelasi antara 
variabel dan nilai VIF sebesar 1,004 lebih kecil dari 10,00. Hal 
ini berarti tidak terdapat multikolonearitas antara variabel 




3) Variabel Dewan Komisaris menunjukan nilai Tolerance 
sebesar 0,545 lebih besar dari 0,10 berarti tidak terdapat 
korelasi antara variabel dan nilai VIF sebesar 1,836 lebih kecil 
dari 10,00. Artinya tidak terdapat multikolonearitas antara 
variabel independen dalam model regresi. 
4) Variabel Ukuran Perusahaan menunjukan nilai Tolerance 
sebesar 0,599 lebih besar dari 0,10 artinya tidak terdapat 
korelasi antara variabel dan nilai VIF sebesar 1,669 lebih kecil 
dari 10,00. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat 
multikolonearitas antara variabel independen dalam model 
regresi. 
Melihat keterangan diatas, disimpulkan bahwa tidak ada variabel 
independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan 
juga tidak terdapat nilai VIF yang memiliki nilai lebih besar dari 
10. Hal ini menunjukan tidak terdapat korelasi antara variabel 
independen dan dapat dilakukan model regresi dalam penelitian. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara mendeteksi ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas salah satunya dengan grafik 
scatterplot. Jika terdapat pola atau titik-titik tertentu yang teratur 




telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola tertentu 
dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka dapat 
dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018, p. 137). 
 
 
Gambar 4. 2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Dari gambar 4.2 diatas, dapat terlihat bahwa titik-titik yang 
terdapat pada grafik scatterplot tidak membentuk pola tertentu dan 
menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 
pada model persamaan regresi, sehingga model layak untuk diuji. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terdapat korelasi antara data pada variabel penelitian. 




nilai DW terletak diantara du dan (4-du) maka dapat dikatakan 
tidak terdapat gejala autokorelasi.  
Tabel 4. 6  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






 ,359 ,310 472562,1917491 1,689 
a. Predictors: (Constant), Size, KA, DPS, DK 
b. Dependent Variable: Manajemen Laba 
Sumber: Output SPSS 23, (2020) 
 
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui nilai Durbin-Watson (DW) 
sebesar 1,689. Nilai dl dan du pada tabel dw untuk k=4 dengan 
jumlah sampel 58 sebesar 1,4325 dan 1,7259 Nilai 4-du sebesar 
2,2741. Jika diamati nilai 1,689 tidak terletak diantara 1,725 dan 
2,274 maka dilakukan transformasi Cochrane Orcutt untuk 
mengatasi terjadinya gejala autokorelasi tersebut. Adapun hasil 
transformasi Cochrane Orcutt sebagai berikut: 
Tabel 4. 7 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,382 ,335 470821,71512 1,846 
a. Predictors: (Constant), lag_x4, lag_x2, lag_x1, lag_x3 
b. Dependent Variable: lag_y 




Dari hasil tabel transformasi Cochrane Orcutt tersebut 
dapat dilihat bahwa nilai dw sebesar 1,846 terletak diantara du dan 
4-du (1,725 < 1,846 < 2,274). Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapatnya gejala autokorelasi pada model regresi 
sehingga terpenuhi syarat uji asumsi klasik. 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur 
kekuatan dua variabel atau lebih, serta untuk menunjukan arah antara 
variabel dependen dan variabel independen. Berikut merupakan hasil 
dari analisis regresi linear berganda: 
Tabel 4. 8  








B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4038897,325 1078956,550  
DPS 108134,333 150531,421 ,086 
KA 353518,390 136605,791 ,285 
DK -45436,838 124422,905 -,054 
Size -291637,527 79913,900 -,519 
a. Dependent Variable: Manajemen Laba 
Sumber: Output SPSS 23, (2020) 
 





Y = 4038897,325 + 108134,333DPS + 353518,390KA -
4536,838DK - 291637,527SIZE + e 
Interpretasinya: 
a. Konstanta sebesar 4038897,325 menyatakan bahwa bila variabel 
independen (dewan pengawas syariah, komite audit, dewan 
komisaris, dan ukuran perusahaan) dianggap nol atau konstan  
maka rata-rata tindakan manajemen laba sebesar 4038897,325. 
b. Koefisien regresi variabel dewan pengawas syariah sebesar 
108134,333 menyatakan bahwa  jika jumlah dewan pengawas 
syariah bertambah satu orang, dengan menganggap variabel 
independen lainnya konstan, maka akan menaikan manajemen laba 
sebesar 108134,333. 
c. Koefisien regresi variabel komite audit sebesar 353518,390 
menyatakan bahwa jika jumlah anggota komite audit yang 
memiliki kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan bertambah 
satu orang dengan menganggap variabel independen lainnya 
konstan maka akan menaikan manajemen laba sebesar  
353518,390. 
d. Koefisien regresi variabel dewan komisaris sebesar -4536,838 
menyatakan bahwa jika jumlah dewan komisaris bertambah satu 
orang dengan menganggap variabel independen lainnya konstan 




e. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar -291637,527 
menyatakan bahwa jika ukuran perusahaan naik satu satuan dengan 
menganggap variabel independen lainnya konstan maka akan 
menurunkan manajemen laba sebesar 291637,527. 
4. Pengujian Hipotesis 
a. Uji signifikansi parameter individul (uji statistik t) 
Uji statistik  t digunakan untuk menguji apakah terdapat 
pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen 
dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,025 maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh. Hasil 
perhitungan uji t sebagai berikut: 
Tabel 4. 9  








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4038897,325 1078956,550  3,743 ,000 
DPS 108134,333 150531,421 ,086 ,718 ,476 
KA 353518,390 136605,791 ,285 2,588 ,012 
DK -45436,838 124422,905 -,054 -,365 ,716 
Size -291637,527 79913,900 -,519 -3,649 ,001 
a. Dependent Variable: Manajemen Laba 







Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diperoleh hasil sebagai berikut: 
1) Dewan Pengawas Syariah (X1) 
Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa nilai signifikansi 
variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,476 lebih besar dari 
0,025 (0,476 > 0,025). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat pengaruh antara jumlah dewan pengawas syariah 
terhadap manajemen laba. 
2) Komite Audit (X2) 
Hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi variabel komite 
audit sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,025 (0,012 < 0,025) 
dengan nilai t hitung sebesar +2,588. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi 
komite audit terhadap manajemen laba. 
3) Dewan Komisaris (X3) 
Hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel 
dewan komisaris sebesar 0,716 atau lebih besar dari 0,025 
(0,716 > 0,025). Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat 
pengaruh antara jumlah dewan komisaris terhadap manajemen 
laba. 
4) Ukuran Perusahaan (X4) 
Hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel 
ukuran perusahaan sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,025 




diartikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran 
perusahaan terhadap manajemen laba. 
b. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan model regresi. 
koefisien determinasi sebagai berikut: 
Tabel 4. 10  
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,359 ,310 472562,1917491 
a. Predictors: (Constant), Size, KA, DPS, DK 
Sumber: Output SPSS 23, 2020 
Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui bahwa nilai 
Adjusted R Square sebesar 0,310 yang berarti sebesar 31% 
manajemen laba diproksikan dengan discretionary accruals 
dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari dewan 
pengawas syariah, komite audit, dewan komisaris dan ukuran 
perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 69% dipengaruhi oleh 
faktor lain diluar model penelitian. 
C. Pembahasan 
1. Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan “Diduga Dewan 
Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba 




signifikansi pada uji t sebesar 0,476 lebih besar dari 0,025. 
Berdasarkan hasil uji diperoleh thitung sebesar 0,718. Nilai tabel 
distribusi t pada tingkat signifikansi 2,5% dan derajat kebebasan (df) = 
58 – 5 = 53 hasil diperoleh untuk ttabel adalah 2,00675. Nilai thitung lebih 
kecil dari ttabel (0,718 < 2,006). Sehingga hipotesis pertama pada 
penelitian ini tidak diterima. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Anhara, 2015) dan (Kodriyah et al., 2017) yang menyatakan bahwa 
dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Nurjanah, 2017) yang menyatakan bahwa dewan 
pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.Hal 
ini menunjukan bahwa jumlah dewan pengawas syariah di dalam Bank 
Umum Syariah tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan 
manajemen laba. Anggota dewan pengawas syariah dalam konteks 
Bank Umum Syariah rata-rata berjumlah 2 orang, yang mana telah 
memenuhi syarat regulasi yang telah ditetapkan untuk perusahaan yang 
berprinsip syariah. Namun jika dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh 
Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Umum Syariah pada peneilitian 
ini masih banyak yang belum memiliki keahlian pada bidang akuntansi 
dan keuangan, namun masih berfokus pada keahlian agama sesuai 
fatwa terhadap pengembangan mengenai produk bank syariah. 




terhadap laporan keuangan masih kurang optimal dan efektif. Oleh 
karena itu, banyak atau sedikitnya jumlah Dewan Pengawas Syariah 
tidak mampu mencegah terjadinya manajemen laba.  
2. Untuk menguji hipotesis kedua menyatakan bahwa “Diduga 
kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen 
Laba pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018” diketahui nilai 
signifikansi pada uji t sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,025. 
Berdasarkan hasil uji diperoleh thitung sebesar 2,588. Nilai tabel 
distribusi t pada tingkat signifikansi 2,5% dan derajat kebebasan (df) = 
58 – 5 = 53 hasil diperoleh untuk ttabel adalah 2,00675. Nilai thitung lebih 
besar dari ttabel (2,558 > 2,006). Sehingga hipoesis kedua pada 
penelitian ini tidak diterima karena komite audit berpengaruh positif. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Sari, 2017) dan (Anhara, 2015) yang menyatakan bahwa terdapatnya 
pengaruh positif kompetensi dan keahlian komite audit terhadap 
tindakan manajemen laba. Namun hasil ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh (Ulina et al., 2018) dan (N. G. Putri & 
NR, 2019). Hasil ini menunjukan bahwa keberadaan Komite Audit 
yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan keuangan belum 
mampu mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba. Jika dilihat 
dari statistik deskriptif rata-rata keahlian komite audit mencapai 71% 
yang mana banyak perusahaan yang telah memiliki komite audit yang 




dari jumlahnya hanya beberapa komite audit yang berkompetensi pada 
bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan tindakan manajemen laba 
terjadi karena adanya rekayasa pada laporan keuangan, dan tugas 
komite audit ialah membatu meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
Besarnya presentasi tersebut dapat terjadi karena anggota komite audit 
yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan 
hanya sebagai syarat regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) untuk menempatkan setidaknya satu anggota komite 
audit yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi dan 
keuangan. Pada data penelitian ini, Bank Umum Syariah cenderung 
melakukan manajemen laba negatif atau mengecilkan laba perusahaan.  
3. Untuk menguji hipotesis ketiga yang menyatakan  bahwa “Diduga 
Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba pada 
Bank Umum Syariah periode 2014-2018” diketahui nilai signifikansi 
pada uji t sebesar 0,716 lebih besar dari 0,025. Berdasarkan hasil uji 
diperoleh thitung sebesar -0,365. Nilai tabel distribusi t pada tingkat 
signifikansi 2,5% dan derajat kebebasan (df) = 58 – 5 = 53 hasil 
diperoleh untuk ttabel adalah 2,00675. Nilai thitung lebih kecil dari ttabel 
(0,365 < 2,006). Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak 
diterima.  
Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yanh dilakukan 
oleh (Wirayana & Sudana, 2018) dan (Giovani, 2017). Namun hasil ini 




2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia. Hal 
ini menunjukan bahwa jumlah dewan komisaris tidak mampu 
mengurangi tindakan manajemen laba. Besar kecilnya dewan 
komisaris dalam perusahaan bukan faktor utama  untuk melakukan 
efektifitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dalam penelitian 
ini rata-rata dewan komisaris yang dimiliki oleh bank umum syariah 
sebanyak 4 orang, yang dimungkinkan semakin besar anggota dewan 
komisaris justru menimbulkan konflik kepentingan,sehingga kurang 
efektif melakukan pengawasan dan akan menyulitkan untuk 
berkomunikasi dan koordinasi. Hal ini juga dapat terjadi karena 
pengangkatan dan penempatan dewan komisaris dalam perusahaan 
dilakukan untuk memenuhi syarat regulasi yang harus dilaksanakan 
oleh perusahaan. Banyak dewan komisaris yang belum memiliki 
keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan ini juga merupakan 
faktor mengapa manajemen laba belum mampu dikurangi. Porsi dewan 
komisaris yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan 
yang masih sedikit ini juga menyebabkan pengawasan akan pelaporan 
keuangan menjadi menurun dan terbatas.  
4. Untuk menguji hipotesis keempat menyatakan bahwa “Diduga Ukuran 
Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba pada Bank 
Umum Syariah periode 2014-2018” diketahui nilai signifikansi pada 




diperoleh thitung sebesar -3,649. Nilai tabel distribusi t pada tingkat 
signifikansi 2,5% dan derajat kebebasan (df) = 58 – 5 = 53 hasil 
diperoleh untuk ttabel adalah 2,00675. Nilai thitung lebih kecil dari ttabel 
(3,649 > 2,006). Sehingga hipotesis kekemapat pada penelitian ini 
tidak diterima karena ukuran perusahaan berpengaruh negatif. 
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Giovani, 2017), (Taco & Ilat, 2016)dan (Tirayoh et al., 2014) yang 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba. namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Nurjanah, 2017) dan (Anhara, 2015). Hal ini 
menunjukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan dipercaya 
semakin cenderung melakukan praktik manajemen laba negatif atau 
menurunkan laba perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar juga 
memiliki manajer yang besar pula, hal ini memungkinkan tidak ada 
kesempatan untuk melakukan manajemen laba pada laporan keuangan 
perusahaan. Perusahaan yang besar dipandang lebih baik dan lebih 
kritis dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar 
akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan dan 







Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal ini disebabkan karena Dewan Pengawas Syariah belum memiliki 
kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan sehingga 
pengawasan terhadap laporan keuangan belum dilakukan secara 
efektif. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,476 > 
0,025. 
2. Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini 
disebabkan Komite Audit yang dimiliki Bank Umum Syariah hanya 
untuk memnuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,025 dan nilai t 
sebesar + 2,588 dinyatakan dengan tanda positif sehingga 
hubungannya adalah berpengaruh positif. 
3. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 
disebabkan karena semakin banyak Dewan Komisaris justru 
menimbulkan konflik kepentingan, hal ini juga yang menyebabkan 
kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. Hal 




4. Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap manajemen 
laba. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran perusahan akan 
semakin transparan dan berhati-hati dalam menyampaikan tindakan 
manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 
0,001 < 0,025 dan nilai t sebesar -3,649 dinyatakan dengan tanda 
negatif sehingga hubungannya adalah berpengaruh negatif. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran 
yang diajukan dan dapat bermanfaat, saran tersebut antara lain: 
1. Pada penelitian ini Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga diharapkan 
Bank Umum Syariah mampu melihat latar belakang pendidikan 
Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris agar mampu 
melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan secara efektif dan 
mempu meminimalisir terjadinya manajemen laba. 
2. Bagi Pihak Bank Umum Syariah juga diharpkan mampu menambah 
komite audit yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang 
akuntansi dan keuangan lebih banyak bukan hanya sebagai pemenuhan 
regulasi, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan 
3. Ukuran perusahaan yang besar dipercaya cenderung melalukan 
manajemen laba sehingga Bank Umum Syariah tetap mampu 
mempertahankan ukuran perusahannya dan terus meningkatkan 




4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel 
baru seperti frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah, latar belakang 
pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris, kualitas 
audit, kepemilikan manajerial, dan lainnya  karena variabel independen 
pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 31% terhadap 
manajemen laba. 
5. Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu menambah 
periode penelitian dan sampel penelitian seperti Unit Usaha Syariah 
atau perusahaan yang terdaftar di ISSI (Indeks Saham Syariah 
Indonesia). 
6. Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu menggunakan 
model penentu manajemen laba lainnya yang lebih terbaru seperti 
Model modifikasi Jones. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel dewan pengawas syariah, 
komite audit, dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap 
manajemen laba sedangkan masih ada banyak indikator lain yang 
dapat mempengaruhi manajemen laba. 
2. Penelitian ini menggunakan model De Angelo sebagai penentu 
manajemen laba, sementara masih banyak model lainnya yang bisa 
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Tabulasi Perhitungan Manajemen Laba 
Bank Umum 
Syariah 
TAC = NI - CF TOTAL ASET NDA = TAC / 
Tat-1 
DA = TAC - 
NDA 
2014 2013 2014 2014 
BJBS Rp                       (70.679) Rp                 4.695.088  -0,015053818 -70678,98495 
Maybank Syariah Rp                         83.738  Rp           2.299.971,00  0,036408285 83737,96359 
BCA Syariah Rp                       416.878  Rp           2.041.418,00  0,204210015 416877,7958 
Syariah Bukopin Rp                         17.798  Rp           4.343.069,00  0,004098024 17797,9959 
Mega Syariah Rp                            3.495  Rp           9.121.575,00  0,000383158 3494,999617 
BNI Syariah Rp                     (437.906)  Rp        14.708.504,00  -0,0297723 -437905,9702 
Victoria Syariah Rp                       132.349  Rp           1.323.398,00  0,100006952 132348,9 
Panin Dubai Syariah Rp                       583.469  Rp           4.052.700,00  0,143970439 583468,856 
BRI Syariah Rp                 (1.252.325)  Rp        17.400.914,00  -0,071968921 -1252324,928 
BTPN  Syariah Rp                     (226.635)  Rp              300.438,00  -0,754348651 -226634,2457 
Syariah Mandiri Rp                 (2.122.227)  Rp        63.965.361,00  -0,033177754 -2122226,967 
Muamalat Indonesia Rp                 (6.110.399)  Rp        53.723.978,00  -0,113736905 -6110398,886 
Aceh Syariah Rp                       195.989  Rp        15.250.212,00  0,012851559 195988,9871 
NTB Syariah Rp                     (527.088)  Rp           4.319.264,00  -0,122031902 -527087,878 
  2015 2014 2015 2015 
BJBS Rp                       (52.812)  Rp           6.093.488,00  -0,008666957 -52811,99133 
Maybank Syariah Rp                       (53.341)  Rp           2.449.723,00  -0,021774299 -53340,97823 
BCA Syariah Rp                       118.107  Rp           2.994.449,00  0,039441981 118106,9606 
Syariah Bukopin Rp                       (40.392)  Rp           5.161.300,00  -0,007825935 -40391,99217 
Mega Syariah Rp                       332.794  Rp           7.042.486,00  0,047255188 332793,9527 
BNI Syariah Rp                     (146.475)  Rp        19.492.112,00  -0,007514578 -146474,9925 
Victoria Syariah Rp                            1.301  Rp           1.439.983,00  0,000903483 1300,999097 
Panin Dubai Syariah Rp                       229.178  Rp           6.207.678,00  0,036918474 229177,9631 
BRI Syariah Rp                 (2.374.322)  Rp        20.343.249,00  -0,116713019 -2374321,883 
BTPN  Syariah Rp                       (98.128)  Rp           3.780.498,00  -0,025956369 -98127,97404 
Syariah Mandiri Rp                 (1.529.779)  Rp           6.695.571,00  -0,228476257 -1529778,772 
Muamalat Indonesia Rp                 25.024.006  Rp        62.413.310,00  0,400940216 25024005,6 
Aceh Syariah Rp                     (393.103)  Rp        16.375.138,00  -0,024006088 -393102,976 
NTB Syariah Rp                       529.406  Rp           5.807.403,00  0,091160541 529405,9088 
  2016 2015 2016 2016 
BJBS Rp                       462.530  Rp           6.439.966,00  0,071821808 462529,9282 
Maybank Syariah Rp                     (271.742)  Rp           1.743.439,00  -0,155865505 -271741,8441 
BCA Syariah Rp                     (579.888)  Rp           4.349.580,00  -0,133320459 -579887,8667 
Syariah Bukopin Rp                       (30.686)  Rp           5.827.153,00  -0,005266036 -30685,99473 
Mega Syariah Rp                     (936.408)  Rp           5.559.819,00  -0,168424188 -936407,8316 





Victoria Syariah Rp                       (27.341)  Rp           1.379.265,00  -0,019822877 -27340,98018 
Panin Dubai Syariah Rp                       282.831  Rp           7.134.234,00  0,0396442 282830,9604 
BRI Syariah Rp                     (481.924)  Rp        24.230.247,00  -0,019889356 -481923,9801 
BTPN  Syariah Rp                     (232.213)  Rp           5.196.199,00  -0,044689012 -232212,9553 
Syariah Mandiri Rp                     (706.100)  Rp        70.369.708,00  -0,010034147 -706099,99 
Muamalat Indonesia Rp                   1.547.637  Rp        57.172.587,00  0,027069564 1547636,973 
Aceh Syariah Rp                 (1.425.989)  Rp        18.590.014,00  -0,076707258 -1425988,923 
NTB Syariah Rp                     (877.567)  Rp           6.112.547,00  -0,143568139 -877566,8564 
  2017 2016 2017 2017 
BJBS Rp                         93.289  Rp           7.441.652,00  0,012536061 93288,98746 
Maybank Syariah Rp                     (172.995)  Rp           1.344.720,00  -0,1286476 -172994,8714 
BCA Syariah Rp                     (124.710)  Rp           4.995.606,00  -0,024963938 -124709,975 
Syariah Bukopin Rp                       (52.483)  Rp           7.019.598,00  -0,007476639 -52482,99252 
Mega Syariah Rp                       (27.976)  Rp           6.135.241,00  -0,004559886 -27975,99544 
BNI Syariah Rp                 (2.212.151)  Rp        28.314.175,00  -0,078128746 -2212150,922 
Victoria Syariah Rp                     (196.137)  Rp           1.625.183,00  -0,120686101 -196136,8793 
Panin Dubai Syariah Rp                 (1.227.188)  Rp           8.757.963,00  -0,140122538 -1227187,86 
BRI Syariah Rp                 (3.892.340)  Rp        27.687.188,00  -0,140582713 -3892339,859 
BTPN  Syariah Rp                       299.446  Rp           7.323.347,00  0,040889227 299445,9591 
Syariah Mandiri Rp                 (5.826.442)  Rp        78.831.721,00  -0,073909867 -5826441,926 
Muamalat Indonesia Rp                     (345.856)  Rp        55.786.397,00  -0,006199648 -345855,9938 
Aceh Syariah Rp                 21.221.039  Rp        19.584.044,00  1,083588201 21221037,92 
NTB Syariah Rp                     (686.443)  Rp           7.649.036,00  -0,08974242 -686442,9103 
  2018 2017 2018 2018 
BJBS Rp                     (138.370)  Rp           7.713.558,00  -0,017938544 -138369,9821 
Maybank Syariah Rp                       218.911  Rp           1.275.648,00  0,171607685 218910,8284 
BCA Syariah Rp                       187.710  Rp           5.961.174,00  0,031488764 187709,9685 
Syariah Bukopin Rp                       (50.544)  Rp           7.166.257,00  -0,007053054 -50543,99295 
Mega Syariah Rp                       224.203  Rp           7.034.299,00  0,031872828 224202,9681 
BNI Syariah Rp                 (1.867.225)  Rp        34.822.442,00  -0,053621311 -1867224,946 
Victoria Syariah Rp                       (70.550)  Rp           2.003.113,00  -0,03522018 -70549,96478 
Panin Dubai Syariah Rp                   1.376.847  Rp           8.629.275,00  0,159555351 1376846,84 
BRI Syariah Rp                     (538.383)  Rp        31.543.384,00  -0,017068017 -538382,9829 
BTPN  Syariah Rp                       288.594  Rp           9.156.522,00  0,031517862 288593,9685 
Syariah Mandiri Rp                 (4.094.218)  Rp        89.592.000,00  -0,045698478 -4094217,954 
Muamalat Indonesia Rp                     (751.326)  Rp        61.696.919,00  -0,012177691 -751325,9878 
Aceh Syariah Rp                     (650.085)  Rp        22.612.006,00  -0,02874955 -650084,9713 







Tabulasi data masing-masing variabel 
Bank Umum Syariah TOTAL ASET SIZE (Ln Total 
Aset) 
2014 
PT Bank Jabar Banten Syariah  Rp         6.093.488,00  15,62273122 
PT Maybank Syariah  Rp         2.449.723,00  14,71148551 
PT BCA Syariah  Rp         2.994.449,00  14,9122708 
PT Syariah Bukopin  Rp         5.161.300,00  15,45669904 
PT Bank Mega Syariah  Rp         7.042.486,00  15,76747179 
PT BNI Syariah  Rp       19.492.112,00  16,78552043 
PT Bank Victoria Syariah  Rp         1.439.983,00  14,18014187 
PT Bank Panin Dubai Syariah  Rp         6.207.678,00  15,64129747 
PT BRI Syariah  Rp       20.343.249,00  16,82825967 
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah  Rp         3.780.498,00  15,1453663 
PT Bank Syariah Mandiri  Rp         6.695.571,00  15,71695682 
PT Bank Muamalat Indonesia  Rp       62.413.310,00  17,94928911 
PT Bank Aceh Syariah  Rp       16.375.138,00  16,61127477 
PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah  Rp         5.807.403,00  15,57464404 
  2015 
PT Bank Jabar Banten Syariah  Rp         6.439.966,00  15,67803382 
PT Maybank Syariah  Rp         1.743.439,00  14,37137016 
PT BCA Syariah  Rp         4.349.580,00  15,28558985 
PT Syariah Bukopin  Rp         5.827.153,00  15,5780391 
PT Bank Mega Syariah  Rp         5.559.819,00  15,53107611 
PT BNI Syariah  Rp       23.017.667,00  16,95177261 
PT Bank Victoria Syariah  Rp         1.379.265,00  14,13706131 
PT Bank Panin Dubai Syariah  Rp         7.134.234,00  15,78041545 
PT BRI Syariah  Rp       24.230.247,00  17,00311229 
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah  Rp         5.196.199,00  15,46343795 
PT Bank Syariah Mandiri  Rp       70.369.708,00  18,06927344 
PT Bank Muamalat Indonesia  Rp       57.172.587,00  17,86158509 
PT Bank Aceh Syariah  Rp       18.590.014,00  16,73813511 
PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah  Rp         6.112.547,00  15,6258541 
  2016 
PT Bank Jabar Banten Syariah  Rp         7.441.652,00  15,82260343 
PT Maybank Syariah  Rp         1.344.720,00  14,11169637 
PT BCA Syariah  Rp         4.995.606,00  15,42406928 
PT Syariah Bukopin  Rp         7.019.598,00  15,76421651 
PT Bank Mega Syariah  Rp         6.135.241,00  15,62955992 





PT Bank Victoria Syariah  Rp         1.625.183,00  14,30113098 
PT Bank Panin Dubai Syariah  Rp         8.757.963,00  15,9854739 
PT BRI Syariah  Rp       27.687.188,00  17,13648034 
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah  Rp         7.323.347,00  15,80657802 
PT Bank Syariah Mandiri  Rp       78.831.721,00  18,18282602 
PT Bank Muamalat Indonesia  Rp       55.786.397,00  17,83704062 
PT Bank Aceh Syariah  Rp       19.584.044,00  16,79022571 
PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah  Rp         7.649.036,00  15,85009018 
  2017 
PT Bank Jabar Banten Syariah  Rp         7.713.558,00  15,85849012 
PT Maybank Syariah  Rp         1.275.648,00  14,05896484 
PT BCA Syariah  Rp         5.961.174,00  15,600778 
PT Syariah Bukopin  Rp         7.166.257,00  15,78489404 
PT Bank Mega Syariah  Rp         7.034.299,00  15,7663086 
PT BNI Syariah  Rp       34.822.442,00  17,36577262 
PT Bank Victoria Syariah  Rp         2.003.113,00  14,51021303 
PT Bank Panin Dubai Syariah  Rp         8.629.275,00  15,97067105 
PT BRI Syariah  Rp       31.543.384,00  17,26687443 
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah  Rp         9.156.522,00  16,02997697 
PT Bank Syariah Mandiri  Rp       89.592.000,00  18,31077659 
PT Bank Muamalat Indonesia  Rp       61.696.919,00  17,93774455 
PT Bank Aceh Syariah  Rp       22.612.006,00  16,93399156 
PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah  Rp         8.864.391,00  15,9975528 
  2018 
PT Bank Jabar Banten Syariah  Rp         6.741.449,00  15,72378544 
PT Maybank Syariah  Rp             661.912,00  13,4028879 
PT BCA Syariah  Rp         7.064.008,00  15,77052315 
PT Syariah Bukopin  Rp         6.328.446,00  15,66056527 
PT Bank Mega Syariah  Rp         7.336.342,00  15,80835091 
PT BNI Syariah  Rp       41.048.545,00  17,53026595 
PT Bank Victoria Syariah  Rp         2.126.018,00  14,5697613 
PT Bank Panin Dubai Syariah  Rp         8.771.057,00  15,98696788 
PT BRI Syariah  Rp       37.915.084,00  17,45085959 
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah  Rp       12.039.275,00  16,30368478 
PT Bank Syariah Mandiri  Rp       98.341.116,00  18,40395277 
PT Bank Muamalat Indonesia  Rp       57.227.276,00  17,8625412 
PT Bank Aceh Syariah  Rp       23.095.158,00  16,95513354 








Bank Umum Syariah DPS KA DK Size Manajemen Laba 
2014 
BJBS 3 1 4 15,6227 -70678,9849 
Maybank Syariah 2 0 3 14,7115 83737,9636 
BCA Syariah 2 1 3 14,9123 416877,7958 
Syariah Bukopin 2 1 3 15,4567 17797,9959 
Mega Syariah 3 1 3 15,7675 3494,9996 
BNI Syariah 2 1 3 16,7855 -437905,9702 
Victoria Syariah 2 0 3 14,1801 132348,9000 
Panin Dubai Syariah 2 1 3 15,6413 583468,8560 
BRI Syariah 2 1 5 16,8283 -1252324,9280 
BTPN Syariah 2 1 3 15,1454 -226634,2457 
Aceh Syariah 2 1 3 16,6113 195988,9871 
NTB Syariah 3 0 3 15,5746 -527087,8780 
Bank Umum Syariah  2015 
BJBS 3 1 4 15,6780 -52811,9913 
Maybank Syariah 2 0 3 14,3714 -53340,9782 
BCA Syariah 2 1 3 15,2856 118106,9606 
Syariah Bukopin 2 1 4 15,5780 -40391,9922 
Mega Syariah 3 1 3 15,5311 332793,9527 
BNI Syariah 2 1 3 16,9518 -146474,9925 
Victoria Syariah 2 0 3 14,1371 1300,9991 
Panin Dubai Syariah 2 1 3 15,7804 229177,9631 
BTPN Syariah 2 0 3 15,4634 -98127,9740 
Syariah Mandiri 3 1 5 18,0693 -1529778,7715 
Aceh Syariah 2 0 3 16,7381 -393102,9760 
NTB Syariah 3 0 4 15,6259 529405,9088 
Bank Umum Syariah  2016 
BJBS 3 1 4 15,8226 462529,9282 
Maybank Syariah 2 1 3 14,1117 -271741,8441 
BCA Syariah 2 1 3 15,4241 -579887,8667 
Syariah Bukopin 2 1 4 15,7642 -30685,9947 
Mega Syariah 3 1 3 15,6296 -936407,8316 
BNI Syariah 2 0 4 17,1589 -2055195,9107 
Victoria Syariah 2 1 3 14,3011 -27340,9802 
Panin Dubai Syariah 2 1 4 15,9855 282830,9604 
BRI Syariah 2 1 5 17,1365 -481923,9801 
BTPN Syariah 2 0 3 15,8066 -232212,9553 





Aceh Syariah 2 0 3 16,7902 -1425988,9233 
NTB Syariah 3 0 4 15,8501 -877566,8564 
Bank Umum Syariah  2017 
BJBS 3 1 4 15,8585 93288,9875 
Maybank Syariah 2 1 3 14,0590 -172994,8714 
BCA Syariah 2 1 3 15,6008 -124709,9750 
Syariah Bukopin 2 0 4 15,7849 -52482,9925 
Mega Syariah 2 1 3 15,7663 -27975,9954 
Victoria Syariah 2 1 3 14,5102 -196136,8793 
Panin Dubai Syariah 2 1 4 15,9707 -1227187,8599 
BTPN Syariah 2 1 4 16,0300 299445,9591 
Muamalat Indonesia 3 1 5 17,9377 -345855,9938 
NTB Syariah 3 0 3 15,9976 -686442,9103 
Bank Umum Syariah  2018 
BJBS 3 1 4 15,7238 -138369,9821 
BCA Syariah 2 1 3 15,7705 187709,9685 
Syariah Bukopin 2 0 4 15,6606 -50543,9929 
Mega Syariah 2 1 3 15,8084 224202,9681 
BNI Syariah 2 0 4 17,5303 -1867224,9464 
Victoria Syariah 2 1 3 14,5698 -70549,9648 
BRI Syariah 2 1 4 17,4509 -538382,9829 
BTPN Syariah 2 1 4 16,3037 288593,9685 
Muamalat Indonesia 3 0 5 17,8625 -751325,9878 
Aceh Syariah 2 1 3 16,9551 -650084,9713 







Hasil Pengolahan Data SPSS 
1. Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPS 58 2 3 2,28 ,451 
KA 58 0 1 ,71 ,459 
DK 58 3 5 3,52 ,682 
Size 58 14,0590 18,1828 15,884983 1,0118313 
Manajemen Laba 58 -2055195,9107 583468,8560 -257572,518813 569016,5288990 
Valid N (listwise) 58     
 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas sebelum Outlier 






 Mean ,0000000 
Std. Deviation 4112819,043
28936 
Most Extreme Differences Absolute ,298 
Positive ,298 
Negative -,222 
Test Statistic ,298 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,000
d
 
99% Confidence Interval Lower Bound ,000 
Upper Bound ,000 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 





Hasil uji normalitas setelah Outlier 
 






 Mean ,0000000 
Std. Deviation 455679,4874
0443 
Most Extreme Differences Absolute ,129 
Positive ,057 
Negative -,129 
Test Statistic ,129 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,017
c
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,272
d
 
99% Confidence Interval Lower Bound ,260 
Upper Bound ,283 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 








Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
DPS ,851 1,176 
KA ,996 1,004 
DK ,545 1,836 
Size ,599 1,669 
a. Dependent Variable: Manajemen Laba 
 









d. Uji Autokorelasi 














 ,359 ,310 472562,1917
491 
1,689 
a. Predictors: (Constant), Size, KA, DPS, DK 
b. Dependent Variable: Manajemen Laba 
 














 ,382 ,335 470821,7151
2 
1,846 
a. Predictors: (Constant), lag_x4, lag_x2, lag_x1, lag_x3 
b. Dependent Variable: lag_y 
 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4038897,325 1078956,550  
DPS 108134,333 150531,421 ,086 
KA 353518,390 136605,791 ,285 
DK -45436,838 124422,905 -,054 
Size -291637,527 79913,900 -,519 










Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4038897,325 1078956,550  3,743 ,000 
DPS 108134,333 150531,421 ,086 ,718 ,476 
KA 353518,390 136605,791 ,285 2,588 ,012 
DK -45436,838 124422,905 -,054 -,365 ,716 
Size -291637,527 79913,900 -,519 -3,649 ,001 





Model Sum of 
Squares 















57    
a. Dependent Variable: Manajemen Laba 













 ,359 ,310 472562,1917
491 
a. Predictors: (Constant), Size, KA, DPS, DK 
 
 
